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Halaman 1/2
Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN GUGATAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegig¢agelolaan gugatan yang masuk ke Kepaniteraan
Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis,fefddit sesuai dengan standart sistem manajemen 8@
9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penerimaan Gugatanajan didaftarkan oleh pejabat berwenang, tindajut
terhadap penerimaan Gugatan tersebut, sampai k&@gadatanyakelengkapan berkas perkara gugatan.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S2-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahS1-Hukum
dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

Kk

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Gugatan 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Gugatan 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Register Induk Perkara 3. Komputer / Laptop

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara 4. Buku Register Induk Perkara
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradiBerkas Perkara Gugatan
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Gugatan :  permohonan yang berisi tuntutan terhadap BadanRetgabat Tata Usah
Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendap&iqautusan.
2. Buku Register ©  buku catatan yang terdaftar yang disssgara bersistem
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN GUGATAN

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Mejal Panitera Persyaratan /
| Muda Perkaral  Perlengkapan Wakiu Output

1. Menerima berkas - Buku Register Pencatatan berka
Perkara gugatan dari [: penerimaan perkara gugatan
Pihak/ Kuasanya - Alat Tulis

Kantor(ATK)

2. Memeriksa - Alat Tulis 1 hari Terdatanya
kelengkapan berkas v Kantor (ATK) kelengkapan
perkara gugatan - Formulir berkas perkarg

Check List gugatan
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN GUGATAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam keggeagelolaan pendaftaran gugatan yang masuk ke Kepzan
Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sisterafgligif, dan sesuai dengatandart sistem manajemen mutu
9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Pendaftaran Gugatag ga@aftarkan oleh pejabat berwenang, tindak tg

terhadap penerimaan Gugatan tersebut, terdatanydendi@pan berkas perkaragugatansampai

kepadadiserahkannya berkas perkara Kepada Majakisrt

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S2-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahS1-Hukum
dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahd D3-Hukum
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

Kk

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Gugatan 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Gugatan 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Register Induk Perkara 3. Komputer / Laptop

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara 4. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradiBerkas Perkara Gugatan
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Gugatan :  permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan Régabat Tata Usah
Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendap&tqauatusan.
2. Buku Register . buku catatan yang terdaftar yang disseaara bersistem
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN GUGATAN

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas mfra Kasir | -etugas P\j\(/e;lliﬁ/ Panitera/ | - Persyaratan/ | ¢, Output
Meja ll Sekretaris| Perlengkapan
Perkara Ketua

1 Menerima berkas - Buku Diterimanya
perkara gugatan register berkas
yang Penerimaan perkara yang
telah lengkap :] - Berkas telah

perkara lengkap
gugatan

2 Menghitung - Berkas Terdatanya
panjar biaya v perkara biaya proses
perkara gugatan - Alat tulis gugatan

Kantor
(ATK)

3 Membuat SKUM - Blangko Terdatanya
panjar biaya SKUM kelengkapar
perkara gugatan - Alat Tulis biaya perkara

Kantor gugatan
A 4 (ATK)
- Nomor
Rekening
PTUN Jakarta

4 Menerima - Buku Register1 hari | Terdatanya
bukti penyetoran v Perkara kelengkapar
biaya perkara - Berkas biaya proseg
gugatan gng telal Perkara perkara
disetor ke Bank - AlatTulis gugatan

Kantor(ATK)

5 Mencatatdan - Formulir Perkara
memberi nomor v Penetapan Gugatan
perkara gugatan Penunjukian tercatat
dalam jurnal Majelis dalam nomor
keuangan Hakim/PP register
perkara gugatan - Sampul berka sesuai

perkara dengan
- Berkas nomor dalan
perkara buku jurnal
keuangan

6 Mendaftarkan - Buku Terdaftarnya
gugatan dalam Register perkara
Buku v Induk Perkar dalam Buku
Registerinduk - Berkas Register
Perkara [:I perkara Induk

Gugatan Perkara

7 Melengkapi berkas - Berkas 1 hari | Berkas
perkara dengan perkara perkara siap

Sampul berkas dan - SKUM diserahkan
formulir penetapan v - Ala tTulis kepada
Kantor(ATK) Ketua/ Wakil
Ketua dan
Panitera
untuk
U penunjukkan
Majelis
Hakim/PP
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN GUGATAN

Pelaksana Mutu Baku |
No Aktivitas rﬂ?jrg;era Kasir i’/let_ugas w;iﬁ/ Panitera_/ Persyaratan/ Waktu Output
ejall Sekretaris| Perlengkapan
Perkara Ketua
8 Menunjuk - Penetapan Ditetapkannya
Majelis Hakim Penunjukkan Majelis Hakim
Majelis oleh Ketua/
- Buku Wakil Ketua
Register
Induk
Perkara
- Berkas
Perkara
- AlatTulis
Kantor(ATK)
9 Menunjuk Panitera - Penunjukan Ditetapkannya
Pengganti \ 4 PP Panitera
|::| - Sampul Pengganti oleh
berkas Panitera/
perkara Sekretaris
- Berkas
perkara
10 | Mencatapenetapa - Alat Tulis Tercatatnya
dan penunjukkan Kantor penetapan dan
dalam Buku (ATK) penunjukkan
Registerinduk - Penetapan dalamBuku
Perkara Penunjukk Register Induk
\ 4 an Majelis Perkara
[ Hakim/PP
- Buku
Register
Induk
Perkara
11 | Menyerahkan - Berkas Diserahkanny
berkas perkara perkara a berkas
untuk pemeriksaan y - Buku perkara
persiapan / : Ekspedisi Kepada
persidangan Majelis

Hakim
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN REGISTER PERKARA GUGATAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiptaranganan register perkara gugatan yanguknke
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan seststematis, efektif, dan sesuai dengan standartrs
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses register perkara @oggng diregsiter oleh pejabat berwenatimgdak lanjul
terhadap register perkara Gugatan tersebut, tenglafamlah perkara yang ditangani oleh Kepaniter
Perkara.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S1-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana te2ahD3-Hukum
dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

Kk

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Gugatan 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Gugatan 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Register Induk Perkara 3. Komputer / Laptop

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara 4. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradiBerkas Perkara Gugatan
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Buku Register ©  buku catatan yang terdaftar yang disssgara bersistem
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN REGISTER PERKARA GUGATAN

Pelaksana Mutu Baku
. Panitera
No Aktivitas I;Aet_ugas Petl_Jgas Muda Persyaratan/ Waktu Output
ejall Meja | Perlengkapan
Perkara

1 Mencatat jumlah halaman - Berkas perkar| 1 hari Tersedianya
dan memberi tandatangan gugatan Buku Register
serta paraf pimpinan pada - Alat Tulis Induk Perkara
Buku Register Induk Perkafa Kantor

(ATK)

2 Menerima berkas perkara - Buku 1 hari Terdatanya
gugatan yang telah selesai minutasi penyelesaian
diminutasi > perkara perkara gugatan

gugatan
- Berkas
perkara
- Alat Tulis
Kantor
(ATK)

3 Mencatat berkas perkara - Berkas Perkanal hari Tercatatnya
gugatan dalam buku Registe - AlatTulis berkas perkara
Induk Perkara < - Kantor (ATK) gugatan dalan

buku Register
Induk Perkara

4 Memeriksa pengisian - Bukuregister | 1 hari Sesuainya data
administrasi berkas perkara induk perkara dalambuku
Gugatan yang teha - Berkasperka register induk
didaftarkan  dalam  bul > ra gugatan perkara
Register Induk Perkara

5 Menutup buku register indu - Buku register | 1 hari Terdatanya
perkara pada akhir bulan - Alat Tulis jumlah perkard

Kantor(ATK) yangditangani
e oleh

kepaniteraan
perkara
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA GUGATAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegarberitahuan putusan perkara gugatan yang tepahud|
oleh Majelis Hakim, agar dilaksanakan secara sistismefektif, dan sesuai dengaarglart sistem manajem
mutu 1SO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pemberitahuan putpsskara Gugatan yang telah diputus oleh pej
berwenang, tindak lanjut terhadap pemberitahuansant perkara Gugatan tersebut, Tersusun dan tensimng
berkas perkara gugatan serta kelengkapanya deagapdria Kepaniteraan Perkara.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S2-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahS1-Hukum
dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

Kk

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Gugatan 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Gugatan 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Register Induk Perkara 3. Komputer / Laptop

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara 4. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradiBerkas Perkara Gugatan
tidak akan tercapai.

abat

DEFINISI :

1. Putusan :  putusan yang dijatuhkan oleh hakim detptaneriksaan sengketa TU

selesai yang mengakhiri sengketa tersebut padieatipgngadilan tertentu,

N
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA GUGATAN

1%

1

Pelaksana Mutu Baku
o Panitera| Petugas Ketua/ .
No|  Aktivitas Muda | Mejal/ | DEWO3S | ey | Danteral | Persyaratan [y, Output
. ejalll Sekretaris |Perlengkapan
Perkara | Kasir Ketua
1 |Menerima - Buku 1 hari |Diterimanya
Putusan perka Minutasi Berkas perkara
gugatan C Perkara
- Berkas
perkara
gugatan
2 | Meneliti dan - Berkas 2 hari |Tersedianya dfa
membuat draf perkara surat
surat Y - AlatTulis pemberitahuan
pemberitahuan I::I Kantor putusan perkar
putusan perkara (ATK) gugatan
gugatan - Kompute/
Laptop
- Printer
- TintaPrint
er
- Konsep
pemberita
huar
3 |Mengetik draf - Berkas Dibuatnya draf
surat perkara surat
pemberitahuan - Alat Tulis pemberitahuan
putusan perkara \ 4 Kantor putusan perkar
gugatan D_JI: (ATK) gugatan
A - Komputer
/Laptop
4 |Koreksi dan - Alat Tulis Diparafnya surg
paraf surat Kantor pemberitahuan
pemberitahuan > (ATK) putusan perkar
putusan - Surat gugatan
perkaragugatan pemberita
huan
>
5 | Menanda - Alat Tulis | 1 hari| Ditandatang
tangani surat Kantor ani nya surat
pemberitahuan (ATK) pemberitahu
putusan - Surat an putusan
perkaragugatan pemberita perkara
huan gugatan
6 | Memberi nomor - Alat Tulis Terdatanya
dan stempel Kantor surat
pada surat (ATK) pemberitahua
pemberitahuan _||‘~ - Surat pada agenda
putusan perkara pemberita surat keluar
gugatan huan
v - Buku
agenda

1%
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA GUGATAN

Pelaksana Mutu Baku
o Panitera| Petugas Ketua/ .
No|  Aktivitas Muda | Mejal/ | DEWO3S | ey | Danteral | Persyaratan [y, Output
. ejalll Sekretaris |Perlengkapan
Perkara | Kasir Ketua

7 | Memberitahukal - Buku Disampikanny
putusan perkara] Ekspedisi a
kepada para dan surat surat
pihak pemberita pemberitahua

D huan putusan
putusan perkara
perkara gugatan
gugatan kepadapara

- Alat Tulis pihak
Kantor
(ATK)

8 | Mengarsipkan - Surat 1 hari | Tersusundan
surat pemberita tersimpannya
pemberitahuan < huan berkas perkara
putusandan putusan gugatan serta
berkasperkara perkara kelengkapanya
gugatan gugatan dengan baik

dan
Berkas
Perkara
gugatan
- Arsip

berkas
perkara
gugatan
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA PERMOHONAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegigtmerimaan perkara permohonan yang masuk
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan seistematis, efektif, dan sesuai dengan standstersi
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penerimaan perkaraopenan yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perk
tindak lanjut terhadap penerimaan perkara Permahdessebut, Terdatanya kelengkapan berkas per
permohonan.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S2-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahS1-Hukum
dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor (30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor (14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publlik

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |Di
Pengadilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

k

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerimaan Permohonan 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Permohonan 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Register Induk Perkara 3. Komputer / Laptop

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara 4. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradiBerkas Perkara Permohonan
tidak akan tercapai.

ke

ara,
kara
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA PERMOHONAN

DEFINISI :

1. Permohonan

permintaan yang diajukan secara iterkelpada pengadilan dalam h
permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yasgpabkan badal

dan/atau pejabat pemerintah tidak menetapkan ksgutudan/atall

melakukan tindakan.

al
n

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petggas Panitera Muda Persyaratan/ Waktu Output
Meja | Perkara Perlengkapan

1. Menerima surat - Buku Register Penerimaan
permohonan dari Induk Perkara berkas perkara
Pihak Pemohon/ ) - AlatTulis permohonan
Kusaha Kantor (ATK)
Pemohon

2. Memeriksa - Ala t Tulis 1 heri Terdatanya
Kelengkapan berkas » ) Kantor (ATK) kelengkapan berka
perkara permohonan - Formulir Check perkara permohonan
dari Pihak Pemohon/ List
Kusaha Pemohon




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Tip/Fax: (021 ) 4805256, Fax. (021) 4803

OR : Jakarta@ptun.or

JI. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950

Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: admin@ptun-jakarta.go.id

No. Dokumen | SOP/006/PRK/2015

JAKARTA

Revisi Ke 00
856 Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 1/3

Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiptmdaftaran perkara permohonan yang masuk
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan setstematis, efektif, dan sesuai dengan standstensi
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

ke

Prosedur ini mencakup proses pendaftaran perkaraopenan yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara,
tindak lanjut terhadap pendaftaran perkara Permamdarsebut, diserahkanya kelengkapan berkas per
permohonan kepada Majelis Hakim.

DASAR HUKUM :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tente

KUALIFIKASI PELAKSANA :

arlg  S2—Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahS1-Hukum

dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Ta
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pub
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indone
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata C
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pengadilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Stg

N D3-Hukum
dang

30

14
lik
sia
ara
Di

002
\ndar

Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah

Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada
Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repuk
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentar
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomc
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedomg
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perag
Tata Usaha Negara

Di

i
g
Lgas

k

lan
r:
N
ilan

KETERKAITAN :

pNPRE

SOP Penerimaan Permohonan

SOP Pemeriksaan Permohonan

SOP Penanganan Register Induk Perkara

SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkar

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Formulir Check List

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer / Laptop

Buku Register Induk Perkara

e

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas pera
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

liBerkas Perkara Permohonan

ar
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

DEFINISI :

1. Permohonan

2. SKUM
3. Majelis Hakim

permintaan yang diajukan secara iterkelpada pengadilan dalam h
permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yasgpabkan badal
dan/atau pejabat pemerintah tidak menetapkan ksgutudan/atall

melakukan tindakan.
surat kuasa untuk membayar;

Pejabat yang melaksanakan tugaakiatan.

al
n

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas P'\jﬂ';zra ,E)Aee?;gﬁs Pet_ugas P\j\‘/ezt;liﬁ/ Panitera_j Persyaratan/ Waktu Output
.| Mejall Sekretaris| Perlengkapan
Perkara Kasir Ketua

1 Menerima - Buku register Diterimanya
berkas perkara Induk Perkara berkas perkaral
permohonan - Berkas yang telah
Yang telah perkara lengkap
lengkap permohonan

2 Menghitung - Berkas perkard Terdatanya
panjar biaya permohonan kelengkapan
perkara - Alat tulis biaya perkara
permohonan Kantor (ATK) permohonan

3 Membuat - Blangko SKUM Terdatanya

SKUM panjar - AlatTulis

biaya perkara| Kantor (ATK)

permohonan v - Nomor
Rekening
Pengadilan

4 Menerima - Buku Register
bukti v Induk Perkara
penyetoran I::I - Berkas
biaya perkara Perkara
permohonan permohonan
yang telah - AlatTulis
disetor keBan Kantor(ATK)

5 Mencatatdan - Berkas perkarg
memberi permohonan
nomor perkarg - Sampul berkas
permohonan perkara
dalam jurnal - Alat Tulis
keuangan v Kantor (ATK)
perkara

]

6 Mendaftarkan I:V:I - Buku Register
permohonan Induk Perkara
dalam Buku - Berkas perkara
Register Indul v Permohonan
Perkara

kelengkapan
biaya perkara
permohonan

1 hari

Terdatanya
kelengkapan
biaya perkara
permohonan

Perkara
permohonan
tercatat dalam
buku register
dan dalam
buku jurnal
keuangan
perkara

Terdaftarnya
perkara
permohinan
dalam Buku
Register Induk

Perkara
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

Pelaksana Mutu Baku
o Panitera| Petugas 4 Ketua/ .
No Aktivitas Muda Meja | / I;Aet_uga‘ Wakil Pamterq/ Persyaratan/ Waktu Output
. ejall Sekretaris| Perlengkapan
Perkara Kasir Ketua

7 Melengkapi - Berkas lheri | Berkas perkara
berkas perkara Perkara permohonan
permohonan permohonan siap
dengan - SKUM diserahkan
sampul berkas - Alat Tulis kepada Ketua/
perkara Kantor (ATK) Wakil  Ketua

dan Panitera
untuk
penunjukkan
Majelis Hakim
/PP

8 Menunjuk v - Buku Register Ditetapkannya

MajelisHakim [:I Perkara Majelis Hakim
- Berkas oleh Ketua/
Perkara Wakil Ketua
permohonan
- Alat Tulis
Kartor(ATK)

9 Menunjuk - penetapan lheri | Ditetapkannya
Panitera L Penunjukkan Panitera
Pengganti Majelis Hakm/ Pengganti olel

PP Panitera
- Sampul

berkas perkarg

permohonan
- Berkas perkara

permohona

10 | Mencatat - Alat Tulis lheri | Tercatatnya
penunjukkan Kantor (ATK) detail
dalamBuku | - Penetapan penunjukkan
Registerinduk Penunjukkan berkas perkarg
Perkara Majelis dalam buku

Hakim/PP register induk
- Buku Register perkara
Induk Perkara

11 | Menyerahkan v - Berkas Diserahkanny
berkas perkara a berkas
perkarauntuk :] Permohonan perkara
pemeriksaan - Buku Kepada

Ekspedisi majelis hakim
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN REGISTER PERKARA PERMOHONAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegra@ister perkara permohonan yang masuk ke Kepaait
Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sisterséigdjf, dan sesuai dengan standart sistem manajenutu

ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan registkarpepermohonan yang masuk ke Kepaniteraan N
ohonan tersebut, terdatanya jumlah pargarmohona

Perkara, tindak lanjut terhadap pendaftaran perRaran
yang ditangani oleh kepaniteraan perkara.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tente

KUALIFIKASI PELAKSANA :

arlg  S2—Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahS1-Hukum

dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Ta
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pub
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indone
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata C
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pengadilan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Stg

N D3-Hukum
dang

30

14
lik
sia
ara
Di

002
\ndar

Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah

Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada
Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repuk
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentar
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomc
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedomg
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perag
Tata Usaha Negara

Di

i
g
Lgas

k

lan
r:
N
ilan

KETERKAITAN :

SOP Penerimaan Permohonan

SOP Pemeriksaan Permohonan

SOP Penanganan Register Induk Perkara

SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkar

pNPRE

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Formulir Check List

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer / Laptop

Buku Register Penerimaan

e

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas pera
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

liBerkas Perkara Permohonan
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENANGANAN REGISTER PERKARA PERMOHONAN

DEFINISI :

1. Buku Register

buku catatan yang terdaftar yang disssoara bersistem

Pelaksana Mutu Baku
- Petugas Panitera
No Aktivitas I;Aet_ugas Meja | / Muda Persyaratan/ Waktu Output
ejall . Perlengkapan
Kasir Perkara

1 Mencatat jumlah - Buku minutasi 1 hari | Tersedianya
halaman dan membe ri:] perkara Buku Register
tandatangan serta permohonan Induk Perkara
paraf pimpinan pada| - Alat Tulis
Buku Register Induk Kantor(ATK)

Perkara

2 Menerima berkas - Berkasperkara 1 hari | Terdatanya perkard
perkara permohonan E permohonan permohonan
yang telah selesai - Alat Tulis
diminutasi Kantor(ATK)

3 Mencatat berkas - Berkas Perkara | 1 hari | Tercatatnya berkas
perkara permohonan permohonan perkara permohonan
dalam buku Register v - Buku register dalam buku Register
Induk perkara I:_L induk perkara Induk perkara

— - Alat Tulis
Kantor (ATK)

4 Memeriksapengisian - Bukuregister 1 hari | Sesuainyadata
databerkasperkara induk perkara dalambuku
Permohonan yang téla > - Berkas perkara Register induk
didaftarkan dale permohonan perkara dengan
buku Register Indk berkas perkara
Perkara permohonan

5 Menutup buku - Bukuregister 1 hari | Terdatanya jumlah

register induk perkard

A

]

induk perkara
- Alat Tulis
Kantor(ATK)

>

perkara permohong
yang ditangani oleh
kepaniteraan perkara
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Halaman 1/5
Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

TINGKAT PERTAMA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layaeerbgbasan biaya perkara pada pengadilan tingkiztnpee
yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agarsdigkan secara sistematis, efektif, dan sesuaiade
standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

ng

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan layanarbepasan biaya perkara pada pengadilan tin
pertamayang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkamaktiifanjut terhadap pendaftaran perkara Permoh
tersebut, terdatanya jumlah perkara permohonan gaaggani oleh kepaniteraan perkara.

kat
bnan

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonegid. S2—Hukum
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi@a S1-Hukum
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dB. D3-Hukum
Pengadilan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesgia
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cafa
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu Di Pengadilan yang disyahkan olgh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan MiliterDan
Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Republik Indonesia pada tanggal 10 Pebruari 2015

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pencatatan, Pelaporan dan Sistem Data 1. Formulir Check List

2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Komputer / Laptop

4. Buku Register Induk Perkara
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Permohonan layanan pembebasan biaya perkata Pencatatan administrasi keuangan perkara disin
harus diproses dan diputuskan pada hari yang sama pada Buku Jurnal danBuku Induk Keuang
dengan diajukannya surat permohonan layaman Perkara.
pembebasan biaya perkara jika semua persyaratan Semua data yang berkaitan dengan lay3
sudah terpenuhi. pembebasan biaya perkara dicatat dalam Sis

pan
an

nan
stem
lui
an

2. Jam layanan adalah jam 08.00-12.00. Permohopan Data LayananHukum secara elektronik melz
yang diterima setelah jam 12.00dapat diproses ppda sistem teknologi informasi terkini yang diterapk
hari kerja berikutnya. Pengadilan.

DEFINISI :

1. Pembebasan -
2. Biaya : uang yang mengadakan untuk sesuatu.
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

TINGKAT PERTAMA

5 o

Pelaksana MutuBaku
No Aktivitas Penggugat P,\j ;lgf S Plslzggra Kelengkapan Waktu Output
Perkara
1 Mengisi Formulir - Formulir Permohonan| 30 Formulir
) Permohonan Pembebasan Biaya menit | Permohonan
Pembebasan Biaya e Perkara Pembebasan
Perkara (PPBP) dan [ MU|a'} - Dokumen  keterangar Biaya  Perkarg
mengajukannya tidak mampu beserta dokume
beserta dokumer - Berkas gugatan persyaratan suda
persyaratan  kepada - Apabila dikUsahakan, diterima Petugas
Ketua Pengadilan SuratKUsaha Mejal
melalui Petugas Khususdari Penggugal
Meja 1 bersamaar kepada kUsahanyaserta
dengan berkas fotokopikartu anggotal
gugatan advokatkUsahahukumy
ang bersangkutan.
Memeriksa - Daftar periksa 20 Kelengkapan
2. kelengkapan berkas (checklist) menit | berkas sudah
dan meneruskan diperiksa
berkas yang telah
selesai diperiksa | |
kelengkapannya
kepada Panitera
Muda Perkara 2%
dengan
melampirkan daftar
periksa ¢hecklist)
Meneliti berkas. - Formulir Permohonan | 30 Permohonan
3. Jika belum lengkap, Pembebasan menit | sudah
mengembalikan Tidak| BiayaPerkara Dicatat pada
berkas dengan - Dokumen keterangan Buku
melampirkan daftar ¢< tidakmampu Register
periksa agar - Berkas gugatan Permohonan
Penggugat  dapa Ya | - Buku Register pembebasan
melengkapinya. v Permohonan Biaya Perkara
Jika sudah Pembebasan Biaya
lengkap, melalui Perkara.
Petugas Meja | - Surat Kuasa Untuk
mencatat pada Buky Membayar
Register
Permohonan
Pembebasan Biaya
Perkara, menulis|

taksiran panjar biaya
perkara dalam Surat
Kuasa Untuk
Membayar (SKUM)
Nihil lalu

menyerahkan kepada
Panitera/Sekretaris.
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

TINGKAT PERTAMA

Pelaksana MutuBaku
No Aktivitas ;:kr;g?e;?ijs Peﬁzt;(?“an Kelengkapan Waktu Output

4. Memberikan pertimbangan - Formulir 30 menit Pertimbangan kelayakan
kelayakan pembebasan O Permohonan dan ketersediaan
biaya perkara dan Pembebasan anggaran sudah
ketersediaan anggaran, l Biaya Perkara diperiksa.

Kemudian - Dokumen
menyampaikannya kepada 1 keterangan
Ketua Pengadilan. tidak mampu
Bila  Panitera/Sekretarig - Berkas
tidak berada ditempat gugatan
dapat diwakilkan oleh

Wakil Panitera  atau

Panitera Muda Perkara.

5. Memberikan penetapan - Formulir 30 menit Surat Penetapan Ketua
atas Permohonan Tidak Permohonan Pengadilan diterbitkan
Pembebasan Biaya Perkarna Pembebasan dalam rangkap 2 (dua),
setelah memperhatikan Pola Na<> Biaya masing-masing untuk
dokumen yang tersedia. Bindalmin Perkara Penggugat dan berkas
Jika permohonan ditolak perkara.
akibat dokumen tidak - Dokumen
memenuhi syarat, proses keterangan
berperkara dilaksanakan tidak mampul
sebagaimana Pola
Bindalmin. - Berkas
Jika permohonan gugatan
dikabulkan,
mempertimbangkan
ketersediaan anggaran.

6. Memeriksa dan - Formulir 30 menit Ketersediaan anggaran
mempertimbangkan Permohonan sudah diperiksa dan
ketersediaan anggaran. Pembebasar penetapan atas
Jika anggaran tidak Tidak ¥y Biaya Perkara permohonan sudah
tersedia maka proseg dibuat.
berperkara dilakukan—- - Dokumen
dengan cuma- cuma. Ya keterangan
Jika anggaran tersedia tidak mampu
maka proses berperkarp
dilakukan dengan - Berkas
pembebasan biaya perkara gugatan

7. Menerbitkan Surat Penetapan - Formulir Surat Penetapan Ketya

Ketua Pengadilan pada tanggal Permohonan| 1 jam Pengadilan sudah
ézgg:r?ma diajukannya v Pembebasar diterbitkan sebanyal
Permohonan Layanan [:' Biaya rang.ka[? 4 (empat
Pembebasan Biaya Perkara Perkara masing-masing untul
Apabila pada hari yang Penggugat, Panitera |/
bersangkutan Ketua - Berkas Sekretaris selaku Kuasa
Pengadilan tidak berada di Perkara Pengguna Anggaran, dan
tempat,maka Surat Penetapan v Bagian Keuangan serta
tersebut _dapat dikeluark_a1 Ezj berkas perkara untuk
oleh Wakil Ketua atau Hakirry permohonan

yang ditunjuk. yang dikabulkan.
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Disahkan Oleh
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

TINGKAT PERTAMA

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pamtera/ Bendahara Kasir Kelengkapah Waktu Output
Sekretaris| Pengeluaran

8. Membuat Surat Keputusan - Formulir 1jam
Panitera/Sekretaris selaku Permohonan Surat Keputusan
Kusaha Pengguna Anggargn Pembebasan selaku Kuasd
untuk membebankan biaya Biaya Perkard Pengguna
perkara  kepada anggarpn - Berkas Anggaran
negara dengan menyehut Perkara berdasarkan Surat
besaran  anggaran  yang Penetapan Ketup
dibebankan kepada negara Pengadilan
dan memberikannya kepada
Bendahara Pengeluaran.

9. Menyerahkan biaya Layanan - Buku Bantu | 30 Biaya Layanar
Pembebasan Biaya Perkara "—I - Buku Induk | menit | Pembebasan Biaya
kepada Kasir secara turai Keuangan Perkara sudah
sebesar yang telah ditentukan Perkara diterima Kasir.
dalam  Surat Keputusgn
Kusaha Pengguna Anggaran.

10. | Mencatat biaya Layanan - Buku Bantu | 10 Biaya Layanar
Pembebasan Biaya Perkara - Buku Induk | menit | Pembebasan Biaya
dalam Buku Bantu dan Buku ' —| Keuangan Perkara sudah
Induk Keuangan Perkara Perkara dicatat.
kecuali biaya pendaftaran,
biaya redaksi dan Leges yahg
dicatat sebagai nihil.

11. | Memberi nomor perkara, - Buku Bantu | 10 Berkas
membubuhkan tanda tangan - Buku Induk | menit | perkara sudah
dan cap tanda lunas pada Keuangan diberi nomor
Surat Kusaha Untuk Perkara perkara, ditanda
Membayar. Y tangani dan diberi
Nomor perkara  sesua I::I stempel
dengan nomor pada Surat
Kusaha Untuk Membayar.

12. | Menyerahkan satu rangkap - Satu rangkap| 10 Surat gugatan dar
surat gugatan yang telah surat gugatan menit | Surat Kusaha

diberi nomor perkara berikut
Surat Kusaha Untu
Membayar kepada Penggugat
untuk didaftarkan di Meja Il.
Proses berlanjut sesuai Po¢la

Bindalmin, hinggd

pelaksanaan persidangan

sesuai hukum acara.
Apabila perkara telah

diputus, maka biaya perkafa
dicantumkan dalam amar
putusan yang  berbunyj:
“Biaya yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp...... .
dibebankan kepada negara”
Apabila  pihak  Tergugat
kalah, maka Tergugat
dihukum membayar biayp
perkara dan uangnya
dikembalikan kepada Negara.

Surat Kusaha|
Untuk
Membayar

Untuk Membayar
sudah diterima
Penggugat




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
JI. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950
Tlp/Fax : (021) 4805256, Fax. (021) 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: admin@ptun-jakarta.go.id

OR : Jakarta@ptun.org

No. Dokumen

SOP/008/PRK/2015

Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 5/5

Disahkan Oleh
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN

TINGKAT PERTAMA

Pelaksana MutuBaku

No Aktivitas Kasir SP:kr;g?e;?ijs Bendahara] Kelengkapan Waktu Output

13. | Memeriksa kecukupan panjar - Buku Bantu Laporan
biaya perkara terhadgp penggunaan
keseluruhan biaya perkara. uang panjar
Jika kebutuhan biaya perkara Ya biaya
melebihi panjar biaya perkara perkara.
yang telah ditentukan dalafidak
Surat Keputusan KUsaha
Pengguna Anggaran,
menginformasikan hal ini kepada
Kusaha Pengguna Anggaran.

Jika terdapat sisa panjar biaya
perkara, mengembalikan sisa
tersebut kepada Bendahara unfuk
dikembalikan ke Kas Negana

paling lambat/selambat-

lambatnya satu minggu setelah
uang diterima atau sesugi
ketentuan yang berlaku.

14. | Membuat Surat Keputusa% |::| - Laporan 1 Jam Surat
untuk menambah panjar biay penggunaan Keputusan
dan menyerahkannya kepad uang panjar untuk
Bendahara Pengeluaran. biaya menambah

perkara. panjar biaya
perkara.

15. | Mencatat tambahan panjar - Buku Banty Tambahan
biaya perkara pada Buku panjar biaya
Bantu perkara

sudah
[ ] dibukukan

16. | Menerima laporan dan - Buku Bantu Transaksi
pengembalian sisa panjar biaya biaya
perkara (bila ada) dari Kasir layanan
dan membukukannya dalam pembebasan
Buku Bantu. »—Y biaya

" Seles}ii perkara
sudah
dibukukan
dalam
pengelolaan

nya.
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HAL: PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN ... f e e

Nama

BIAYA. PERKARA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA......coooiiiinee,

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah i

Tempat,Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan

Pekerjaan

Alamat :
Penghasilan per Bulan :
Jumlah Tanggungan

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk mendap&kanbebasan Biaya Perkara di Pengadilan Tata

Usaha Negara...........cccccuueennee

Sebagai bahan pertimbangan,bersama ini saya laampildkkumen berupa:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarideh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah
setingkat yang menyatakan bahwa benar yang berstrgkidak mampu membawa biaya perkara,atau
Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya sepeatittK Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Migkaskin), Kartu Program Keluarga Harapan
(PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), KarturliPelungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya
yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dakmsis data terpadu pemerintah atau yang
dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang unteknberikan keterngan tidak mampu, atau

Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa adwakeg di buat dan di tandangani oleh Pemohon
layanan Posbakum Pengadilan dan di setujui oleligBet Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon
layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokusedragaimana di sebut dalam huruf a atau b.*)

Demikian surat permohonan ini saya buat,atas parkerKetua Pengadilan Tata Usaha

Negara........cooveveeevrineeennn. di ucapkarterima kasih.

Pemohon,

*) cukup salah satu surat/dokumen untuk persyarata
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Revisi Ke
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: FM/002/PRK/2015
: 00

01 September 2015

KOP SURAT

Membaca

Menimbang

Mengingat

SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR:
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA ATAS NAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA..................

: 1. Permohonan pembebasan biaya perkaraanha yang diajukan pada tanggal;

: a. Hasil pemeriksaan dan pertimbangang ydi keluarkan oleh Panitera/Sekretaris atas

permohonan pembebasan biaya perkara yang diaju&ampemohon;

b. Bahwa Panitera/Sekretaris memberikan pertimbangeuph;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yangkdiud dengan huruf a dan huruf
b, perlu mengeluarkan penetapan atas permohonapebasan biaya perkara atas nama ;

: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2@0®fang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 157, Tambabambaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);

2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubidbdua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaharddijembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaegiafd Republik Indonesia
Nomor 5079);

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 TerB#nga Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah AgunBatian Peradilan yang Berada di
Bawahnya;

4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilaa Usaha Negara;

Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung Repulbdomhesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

KESATU
KEDUA

Tembusan Yth.
1.
2. Arsip.

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakatkiddampu di Pengadilan;

MENETAPKAN

: Mengabulkan Permohonan PembebasanaBRgrkara yang diajukan oleh Bapak/Ibu
. Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditktap dan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan di adakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

(Nama)
(Nomor NIP)
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KEPUTUSAN KUASA PENGGUNAANGGARAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA...............
NOMOR: . . .
TENTANG PEMBEBASAN
BIAYA PERKARA
PERKARA NOMOR: 1G/ /120..../PTUN....

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA..................

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pemerataan akan akses dan mataypeeradilan bagi masyarakat yang kurang
mampu, maka disusunlah suatu program pelayanaruBatiukum bagi masyarakat yang tidak mampu
dengan di biayai oleh negara;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiataebtgr perlu di buatkan suatu keputusan atas
pembebanan biaya perkara tersebut kepada Negara;

c. bahwa pihak-pihak yang telah di tetapkan dalam Reaa Ketua
Nomor........ /G/20......... /[PTUN.....tanggal........... telah dinyatakan berhak memperoketitian hukum
dengan biaya Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkafitaing sebagai mana telah di ubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradiéda Usaha Negara sebagaimana telah di ubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasahakiman;

Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentakgegriat Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Rl Nomor 14 Tahun 2005 tentapp#iteraan Mahkamah Agung;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/01818K006 tentang Organisagian Tata Kerja

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/&EKSK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:.. ki&S€/1/20....tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah dd®hdan semua lingkungan Peradilan di
Seluruh Indonesia;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:.../Si€R/20.... Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja NegRB(] di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tamggaran 20...;

N

oghsw

~

10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor:...... tanggal.......... Tentan@enunjukarKuasa
Pengguna Anggaran;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan TaahaU Negara................... Nomor

..tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Kmoen/Penanggung Jawab
Keglatan Pejabat Pengup Tagihan dan Penandatang@urat Perintah Membayar (SPM), Bendahara
Pengeluaran, Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC)tdaiP&ngelola Keuangan pada Pengadilan Tata

Usaha Negara.................. Nomor: .............Tahun Anggaran..... @p@nal PelaksanaanKeputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha dlegar......... Nomor.............. tanggal
............. tentang Petunjuk Pengelolaan DIPA Pdilga Tata Usaha Negara ............ Nomor

e Tahun Anggaran................

Memperhatikan . Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara  ..........
Nomot........ /G/20..../PTUN.....tanggal.......

MEMUTUSKAN
Menetapkan . KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANG®AN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA........... NOMOR: TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

NOMOR:...../G/20..../PTUN....



PERTAMA

KEDUA

Biaya perkara Nomor L /G/2ZPTUN....... nama ............

kewarganegaraan......... pekerjaan ........... beralamat.....................
sebagai PENGGUGAT di bebankan kepada DIPA Pengadilata Usaha
Negara.......... Nomor:....... Tahun Anggaran...... sebesar Rp......{dengan
huruf)

Keputusan ini berlaku untuk tahurggaran....... dan apabila di kemudiaari
Ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki saimagna mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Direktur Perbendaharaan dan Tata laksana Aagdéementerian Keuangan RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4.

Kepala KPPN
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA BANDING

TUJUAN :

Prosedurini dibuat sebagai pedoman dalam layanan penerirpad@ra banding yang masuk ke Kepanite
Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistera#idjf, dan sesuai dengan standart sistem manajenutu
ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini menéaip proses penanganan layanan penerimaan perkadinayang masuk ke Kepaniterg
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap penerimaarkapar banding tersebut adalah berkas perkarp
didaftarkan.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S1-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahD3-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009
. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya
. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repuk
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentar
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan
. Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomc
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedomg
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perag
Tata Usaha Negara

i
g
Ligas

Kk

lan
r:
1g]
ilan

sia

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Formulir Check List
Alat Tulis Kantor (ATK)

1. SOP Pendaftaran Perkara Banding
2. SOP Pemeriksaan Perkara Banding

3. SOP Penanganan Register Perkara Banding
4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Bandi

1.
2.
3. Buku Ekspedisi
ng

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

aBerkas Perkara Banding

PERINGATAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka as
peradilan tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Banding upaya para pihak

tingkat pertama (
setelah putusan di

yang merasa tidak ptaaspaitusan yang diberikan pal
PTUN) dalam tenggang waktu 14 @nigelas) har
beritahukan kepada yang berstargkacara patut.
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENERIMAAN PERKARA BANDING

Pelaksana Mutu Baku
o Panitera
No Aktivitas PeFugas Muda Kasir Persyaratan/ Waktu Output
Meja lll Perlengkapan
Perkara

1 Menerima - Buku Registe Diterimanya
permohonan  upay Banding permohonan
hukum Banding dari - Berkas banding dan
pihak/ Kuasa Hukunj perkara berkas banding
Pembanding gugatan

2 Memeriksa v - Berkas Terdatanya
persyaratan formil perkara kelengkapan
pengajuan upaya - ATK permohonan
hukum banding dari Banding
pihak pembanding

3 Menghitung biaya - SKUM 1 héri Terdatanya
panjar permohonan > - Kalkulator kelengkapan
bandipg yang 7|—| - ATK Biaya proses
selanjutnya banding
dituangkan dalam
SKUM

4 Menerima bukti - Buku Regiser Terdatanya
penyetoran panjar Banding kelengkapan
biaya permohonan - Alat Tulis biaya proses
banding yang telah Kantor(ATK) permohonan
disetor ke Bank banding

5 Mencatat keuangan - Buku Jurnal Tercatatnya
permohonan banding Keuangan keuangan
dalam Buku Jurnal I:“:I Perkara perkara banding
Keuangan Perkara Banding secara baik
o

6 Menyerahkan berkas - Berkas 1 heéri Berkas perkara
perkara banding < perkara siap didaftarkan
untuk didaftarkan Cj banding
dalam register - ATK
perkari bending
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA BANDING

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layaeadgftaran perkara banding yang masuk ke Kepaaiterg
Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sisterafgigif, dan sesuai dengan standart sistem manajemiéu
ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

=]

Prosedur ini mencakup proses penanganan layanaafteman perkara banding yang masuk ke Kepaniteraa
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap pendaftarakapa banding tersebut adalah Akta permoonan bgndin
tersedia dalam berkasperkara.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S1-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahD3-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Perkara Banding 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Perkara Banding 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Penanganan Register Perkara Banding 3. Buku Ekspedisi

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Banding

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asaBerkas Perkara Banding
peradilan tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Akta Permohonan Banding . Surat tanda bukti bpasnyataan upaya hukum banding
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENDAFTARAN PERKARA BANDING

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petggas P’arlllé(;ra Wakil Panitera/ :]]Larrlfjsslfg/ Persyaratan/ Waktu Output
Meja | = Paniterd Sekretaris Perlengkapan
erkara Penggant
1 Menerima - Buku Di terimanya
berkas perkara Register Berkas perkara
banding yang CD banding banding yang
telah siap - Berkas telah lengkap
didaftarkan perkara
banding
2 Membuat draf] - Berkas Tersedianya
Akta v Perkara draf
Permohonan |—| P banding permohonan
Banding | - - AlatTulis Banding
Kantor(ATK)
- Komputer/
Laptop
- Printer
- Regiger
3 Koreksi dan - Permohonan | 1heri | Diparafnya
paraf draf Aka banding draf
Permohonann - Berkas permohonan
Banding \>—l Perkara banding untul
- AlatTulis proses lebih
Kantor(ATK) lanjut
4 Menanda - Akta Akta
tanganiaAkta I::I Permohonan permohonan
Permohonan banding banding di
Banding - AlatTulis tanda tangani
- Kantor(ATK
5 Memberi - Buku Terdatanya
Nomor dan Register Berkas
stempel serta D - Berkas permohonan
mengamplop perkara banding yang
kan Akta telah lengkap
Permohonan
Banding
6 Memberitahu - Akta Diberitahu-
kan Akta permohonan kannya akta
Permohonan banding banding
Banding { - Buku kepada pihak
kepada ekspedisi terbanding
Terbanding - AlatTulis
- ;(antor(ATK
7 Mengarsipkan - Berkas lheri | Akta
Akta perkara permohonan
Permohonan ( )4 - Alat Tulis banding
Banding - Kantor(ATK tersedia dalam
dalamberkas ) Berkas perkara
perkara




Judul Formulir : Akta Permohonan Banding

No. Formulir . FM/004/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 139 UU tentang PERATUN

AKTA PERMOHONAN BANDING

Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, .......... tanggal ............... , menghadap saya...., Panitera Pengadilan TUN
(lokasi), seorang bernama ................. , Kewarganegaraan............ , Pekerjaan .......... beralamat
di , berdasarkan Surat Kuasa Khusus omdr
................................... tertanggal .............................,, bertindak whk dan atas nama
............................ (PENGGUGAT/TERGUGAT), yang menerangkan bahwa ia menyatakan
Banding terhadap Putusan Pengadilan TUN (lokasimdo : ......... ................ Tanggal
............................. , Dalam perkara antara :

Nama OO P PP TP PPPPPPPRR
KEWArganegaraan : .......cccccceeoueeesimmecmmreeessseeesssseesssnesessesssssesssssemenns
Pekerjaan L ettt eeee e eeeeeeeateeeeei——————eesteeeeeateeeeeeaneeeeesataeeaeans
Tempat TiINGGal & e
Sebagai PIRENGGUGAT/ ...
Melawan:
Nama Jabatan et e eeee e e eeeeeeameeeeeteeeeaaeeeeeeaananeeeeannreeaeeanees
Tempat KeduduKan ... et
Sebagai PITBRGUGAT/ ... emmmeeaeas

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Demikian dibuat Akta Permohon&anding ini yang ditandatangani oleh saya .................... , Paaite
Pengadilan TUN (lokasi) dan Pemohon Banding/Kuasalfanding.

Yang Menyatakan Banding PANITERA.




Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

No. Formulir :  FM/005/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

Pasal 125 ayat (2) UU tentang PERATUN

SURAT PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING
Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................ tanggal ............... , SAYA i . Panitera Pengadilan
TUN (lokasi), berdasarkan Pasal 125 ayat (2) Und#mdang Tentang PERATUN.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan e ee et eeeee e eeeeeemeeeeeeeeeataeeeeeanreeeeeataeeens
Tempat Kedudukan L et e e ————— e ttat e e e anraeeeeanraran
SebaghaR TERGUGAT/ ....oooiiiiiie et
Bahwa pada tanggal ..................ccoeeeennnis , PIhBENGGUGAT telah menyatakan Banding terhadap
Putusan Pengadilan TUN (lokasi) Nomor : ...................... tapnggal .........ocoeeiiiinnnnn. Dalam

perkara antara :

Nama PP PRTPT PP PPPON
Kewarganegaraan ettt e teee e —eee et e————————eeesteeeanaeeeaaeeeanaeeeareeean
Pekerjaan ettt eeeeee—eeeeean et e——————ee e e e e nnee e e e anraeeeeeannees
Beralamat di e ————— bbb nre e e e s
SebadglakPENGGUGAT/ .....cooiiiiiee e
Melawan:
NAMA JADALAN & oo s
Tempat KedudUKan ............coooiieiiiiiicecce et
Sebagai RITEERGUGAT/ ......ooiiiiiieeeee e
Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya............................. Panitera Pengadilan

TUN (lokasi)

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI BANDING / KONTRA MEMORI BANDING

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layaeaerfgpnaan memori banding / kontra memori bandingy
masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilakeans&cara sistematis, efektif, dan sesuai dengaualaat
sistem manajemen mutu 1SO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan layanamimpean memori banding / kontra memori banding y
masuk ke Kepargraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap laygrererimaan memori banding / kon
memori banding tersebut adalah dikiimnya Memom@&iag/ Kontra Memori Banding dalam Bundel B uqtu
Pemeriksaan perkara di tingkat banding.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S1-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahD3-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

Kk

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Perkara Banding 1. Formulir Check List
2. SOP Pemeriksaan Perkara Banding 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3.

3. SOP Penanganan Register Perkara Banding Buku Ekspedisi
4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Banding

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asaBerkas Perkara Banding
peradilan tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Memori Banding : uraian atau risalah yang memuagdapan keberatan terhadap putusan
yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

2. Kontra Memori Banding :  risalah yang memuat bantab@ntahan terhadap isi memori banding, serta

menekankan kembali kebenaran dan ketepatan pugesan dijatuhkan
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI BANDING / KONTRA MEMORI BANDING

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas I\Ijletugas Pl\e/llﬂlttjzra Wa_kil Panitera_/ ‘?Jtrrﬁ?fg Persyaratan/ Waktu Output
eja lll Paniterg Sekretaris .| Perlengkapan
Perkara Pengganti

1 Menerima dan - Buku Agenda 1 hari Terdaftarnyg
memeriksa (:) Penerimaan Memori
Memori - Memori Banding/
Banding/ Konta Banding Kontra
Memori - Kontra Memori
Banding Memori Banding

Banding
- Alat Tulis

Kantor

(ATK)

2 Membuat - Memori Tersedianyal
konsep surat v Banding konsep
pemberitahuan l__ - Kontra pengiriman
Memori Memori Memori
Banding/ Konta Banding Banding/
Memori - Alat Tulis Kontra
Banding Kantor Memori

(ATK) Banding

3 Mengetik Surat - Memori 1 hari Tersedianya
pemberitahuan Banding Surat
dan penyerahar - Kontra Pemberitahu
Memori Memori an dan
Banding/ Kontg v Banding penyerahan
Memori - Alat Tulis Memori
Banding kepada Kantor Banding/
para pihak - Komputer/ Kontra

Laptop Memori
- Printer Banding

4 Koreksi dan - DrafSurat Tersedianya
Memberi paraf Pengantar Surat
Surat - Memori pemberitahu
pemberitahuan Banding an dan
dan penyerahar O_,><> - Kontra penyerahan
Memori v Memori Memori
Banding/ Konta Banding Banding/
Memori - Alat Tulis Kontra
Banding Kantor Memori

(ATK) Banding
yang telah
dikoreksi dan
diberi paraf

5 Menandatangan Surat 1 hari Surat
i Surat pemberitahy pemberitahy
pemberitahuan an dan an dan
dan penyerahar penyerahan penyerahan
Memori Memori Memori
Banding/ Kontg Banding/ Banding/
Memori Kontra Kontra
Banding \ 4 Memori Memori

Banding Banding
- Memori telah ditanda
Banding tangani
U - Kontra
Memori
Banding
- ATK

A
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENERIMAAN MEMORI BANDING / KONTRA MEMORI BANDING

Pelaksana Mutu Baku
L Panitera . . Jurusita/
No Aktivitas Pe;ugas Muda Wa_kll Panltera_j Jurusita Persyaratan/ Waktu Output
Meja Ill Paniterg Sekretaris Perlengkapan
Perkara Penggant
6 Memberi nomo - Buku Terdaftarnya
surat, cap dan Agenda Surat
memasukkan k ] Surat Keluar pemberitahua
dalam amplop - Surat dan penyerahan
Surat pemberitahy Memori
pemberitahuan an dan Banding/
dan penyerahar penyerahan Kontra
Memori Memori Memori
Banding/ Konta Banding/ Banding padd
Memori Kontra Buku Agenda
Banding Memori Surat Keluar
Banding
- Stempel
7 Menyampaikan y—‘ - Surat 2 hari Terkirimnya
Memori 1 pemberitahy Surat
Banding an dan pemberitahua
Kontra Memoi penyerahan dan penyerahan
Banding kepag Memori Memori
para pihak Banding/ Banding/
Kontra Kontra
Memori Memori
Banding Banding
Memori kepada para
Banding pihak
- Kontra
Memori
Banding
8 Pemberkasan - Memori 3 hari Dikirimnya
Memori Banding Memori
Banding - Kontra Banding/
/Kontra Memori Memori Kontra
Banding dalam Banding Memori
bundel B berkaD - Buku Banding dalan
perkara untuk Ekspedisi Bundel B
dikirimkan Penyerahan untuk
Memori Pemeriksa-an
Banding perkara di
/Kontra tingkat
Memori banding
Banding




Judul Formulir :  Tanda Terima Memori Banding

No. Formulir . FM/006/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
TANDA TERIMA
MEMORI BANDING
Perkara Nomor : ........ IGl........... /PTUN-SRG

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Zakbahgan ini menerangkan bahwa :

Nama L ;
Kewarganegaraan I ;
Tempat Tinggal 1 ;
Pekerjaan 1 ;
Sebagai Pihak ...................... / PEMBANDING;
Dalam Perkara Nomor : ..... IG]........ /PTUN-SRG telahngmrahkan Memori Banding tertanggal

................... , yang diterima di Kepaniteraan Perkara Relilgn Tata Usaha Negara Jakarta tanggal

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat dipgrakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

PANITERA,




Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding

No. Formulir . FM/007/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

Pasal 125 ayat (3)

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI BANDING
Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................ tanggal ............... Y- 1Y/- L ..Panitera Pengadilan TUN
(lokasi), berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Undanghgndentang PERATUN

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan
Tempat Kedudukan :

Tentang memori Banding tertanggal .................... , yargjukian oleh :
Nama PRSP
KEWArganEQaraan | .....cccevcveeiieeiiieeiereeeesieeeteeseeesteeesteeseeesnteessee e emmmnseesneees
Pekerjaan © et eeeeetereerteeeeeteeeeesteemm———testeeee ittt e aneeeeateeeateeeeaseeemmnnnres
Beralamat di © ettt eee et e tee e bee s —mneeeEee e beeaeeenheeenbe e e beeareeenhee s nnnamnntee s
Sebagai RIBENGGUGAT/.......ccouuieiiie e seeesniee e saea e
Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUWRKASI) pada Tanggal ..........ccc. coovveeninnne. , Salinan Memori

Banding mana telah diserahkan kepadanya dengaritalihgkan bahwa Memori Banding tersebut dapat @difaw
olehnya serta disampaikan ke Pengadilan TUN (Ipkasi
Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya.............................. Panitera Pengadilan TUN

(lokasi).

PANITERA,

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :



Judul Formulir :  Tanda Terima Kontra Memori Banding

No. Formulir . FM/008/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
TANDA TERIMA
KONTRA MEMORI BANDING
Perkara Nomor : ........ IGl........... /PTUN-SRG

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Zakbahgan ini menerangkan bahwa :

Nama L ;
Kewarganegaraan I ;
Tempat Tinggal 1 ;
Pekerjaan 1 ;
Sebagai Pihak ...................... / PEMBANDING;
Dalam Perkara Nomor : ..... IGI........ /PTUN-SRG telah ngerahkan Kontra Memori Banding
tertanggal ................... , yang diterima di Kepaniteraarkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat dijpgrakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

PANITERA,




Judul Formulir : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemaodiBg

No. Formulir . FM/009/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

Pasal 126 ayat (3) UU tentang PERATUN.

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI BANDING
Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................ tanggal ............... Y- \Y/- L ..Panitera Pengadilan TUN
(lokasi), berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Undangzhigndentang PERATUN.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama e eeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesssssseeeeeeeeeeeeesteetetttt——n——_s
KEWArganegaraai | ........cccooiiuiiieiieieeeeaeee e e etie e e etee e et e e sne e e s enbee e s smmeme e reee s
Pekerjaan Lttt eee e teeeeteeeeoabeeom—eeteseteeeeeeeeeiaaeeeeateeeaateeesaneeanmmnnees
Beralamat di et eeeiieeieemeemeereteettaeeeeeeeeeeeiiaaiebbeeerrreeei——————as

Tentang Surat Kontra Memori Banding tertanggal ...... cccwn ... .. ......., yang diajukan oleh :
Nama Jabatan RO SURPTPPRRN

Tempat KEAUAUKAN :........oooiiiieeiiee e commmn et e e snee e s niaee e sntee e e s s smmmnnreeeenes

Sebagai RITEERGUGAT/ .....ccuvvie et smeeee e
Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN ............. tanggal ............... SalinarKontra Memori
Banding mana telah diserahkan kepadanya.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya.............................. Panitera Pengadilan TUN
(lokasi)
PANITERA,
NIP o,

*) Memberikan Kuasa kepada Yth. :
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA BANDING

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layaranaputan perkara banding yang masuk ke Keparnit
Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sisteraéidjf, dan sesuai dengan standart sistem manajenutu
ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan layanamtpgan perkara banding yang masuk ke Kepanit
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap layanan parteabperkara banding tersebut adalah disimpannya

Pencabutan Banding dalam berkas perkara.

2raan
Ak

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tenta

KUALIFIKASI PELAKSANA :

arlg  S1-Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahD3-Hukum

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tal
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009

. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Stg

hun
dang

002
andar

Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah

Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada

Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repuk

Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentar

Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T

Dan Administrasi Pengadilan

. Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomc
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedomg
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perag
Tata Usaha Negara

Di

i
g
Ligas

Kk

lan

=

N
ilan

KETERKAITAN :

SOP Pendaftaran Perkara Banding
SOP Pemeriksaan Perkara Banding

SOP Penanganan Register Perkara Banding
SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Bandi

rwbRE

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir Check List
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Buku Ekspedisi

ng

PERINGATAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka as
peradilan tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

aBerkas Perkara Banding

DEFINISI :

1. Pencabutan akta Banding

perbuatan menarik kematzalimembatalkan permohonan banding.
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA BANDING

Pelaksana Mutu Baku
- Panitera . . Jurusital
No Aktivitas PeFugas muda qull ] Panltera/ Jurusita Persyaratan/ Waktu Output
Meja lll Paniterg Sekretaris Perlengkapan
Perkara Penggant
L. | Menerima - Buku Registern Diterimanya
permohonan .
Banding .| permohonan
pencabutan 1 hari
i - Berkas pencabutan
berkas — perkara erkara banding da
banding yang P emoh?)n
telah didaftarkan P
2. | Meneliti Tersedianya
. - Permohonan . .
ketersediaan informasi
. . - pencabutanbg .
jawaban dari ndin terkait  stats
pihak Terbanding 9 31 dan keteranga
- Berkas . .
hari dari berka
perkara perkara yag
- Alat Tulis ingin  dicabd
Kantor
permohonan
bandingnya
3 | Memeriksa surat - Permohonan Adanya
persetujuan v pencabutanbd informasi
pencabutan nding ketersediaan
berkas I::I - Berkas persetujuan
permohonan perkara pencabutan
banding - Alat Tulis 7 hari | permohonan
(memanggil para Kantor (ATK) banding
pihak bila - Surat
diperlukan) persetujuanpe
ncabutanband
ing
4 Membuat - Berkas Tersedianya
Akta Pernyataan Perkara draf akta
Pencabutan banding pencabutan
Permohonan - Alat Tulis permohonan
Banding Kantor banding
[ [e— - Permohonan
pencabutan
upaya
banding
5 Koreksi dan | - Permohonan | 1 hari | Diparafnya
paraf draf Akta pencabutan draf akta
Pencabutan ¢/\> N banding pencabutan
Permohonan - Berkas banding
Banding Perkara
- Alat Tulis
Kantor
6 Menanda - Permohonan Ditandatangan
tangani Akta \ 4 pencabutan nya akta
Pencabutan banding pencabutan
Permohonan - Draf banding
Banding pencabutan
permohonan
banding
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA BANDING

—

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Peyugas Pr?]ﬁ':ga Wa_kil ] Panitera_j jﬁrrﬁssllt? Persyaratan/ Waktu Output
Meja lll Paniterg Sekretaris Perlengkapan
Perkara Penggant
7 Memberi - Pernyataan Tercatatnya
stempel serta D pencabutan Akta
memasukkan < banding pencabutan
dalam amplop - Stempel banding
Akta Pencabutarn - Buku agenda dalam
Banding surat keluar agenda surg
- Buku keluar
ekspedisi
8 Mengirim Akta - Buku 1 hari | Dikirimnya
Pencabutan Ekspedisi akta
Banding ke v - Akta percabutan
Pengadilan pencabutan banding ke
Tinggi banding pengadilan
- Alat Tulis tingkat
Kantor banding
9 Memberitahu kan Diberitahuka
Akta Pencabutan - Buku n nya akta
Banding kepada ekspedisi percabutan
Terbanding - ﬁ'at TU|(i,SATK) banding
. antor kepada
"l - Akta terbanding
Pencabutan
Banding
10 | Mengarsipkan - Akta 1 hari | Disimpanny
Akta Pencabutan Pencabutan Akta
Banding dalam Banding Pencabutan
berkas perkara - Berkas Banding
perkara dalam berksl

perkara




Judul Formulir . Akta Pencabutan Permohonan Banding

No. Formulir . FM/010/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1), (2) jo.
Pasal 139 UU No. 5 Th. 1986 jo. UU No. 9 Th. 2004

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor : ..... IGI....... /PTUN.SRG

Pada hari ini, ............... tanggal ............... , mendggadsaya .................... Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, seorangieerna

Nama S
Kewarganegaraan e
Pekerjaan e
Alamat e

yang menyatakan mencabut Permohonan Banding bekdasaurat Permohonan Pencabutan

Permohonan Banding Nomor : ............... tanggal .......... terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor & .............cceeeeennen. Tanggal .........
Dalam perkara antara :
......................... ., Warga Negara ..............., pekerjaan.........., Tempat Tinggal di
untuk selanjutnya dlsebut sebagai Penggugat /........ ;
MELAWAN:

......................... , Tempat Kedudukan di .............ccoooiceeeeil)
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat /

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI:

Demikian Akta Pencabutan Permohonan Banding iniuatibdan ditandatangani oleh Panitera
.................................................. serta Pemohon / Kaiaga.

Pemohon, Panitera,
PENGGUGAT



Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding

No. Formulir . FM/011/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
Nomor: ...... IGl....... /PTUN.SRG

Pada hari ini, ................ tanggal ............... , SAYA e .-Panitera pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, atas Perintah Ketua PengadilaidSedia Negara Jakarta :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan ettt eeueeeeeeeeee eeaneseeEeeE e s eeEueeR R eeE AR R £ e SRR meCeem A28 £ R84 E AR mrmene
Tempat Kedudukan © eeueeteteesueeteeusseeemmemtaesses s et e s aeeE e e RS e s mmmem e R e mnmnm e
Sebaga| Pihak TERGUGAT/ TERBANDING,;
Dan
Nama  etetreteeuetueeeeeeeb ettt hsemmemmer £ E £ LA LA E SRR SoRmen £ E AR A e E bbbt
Kewarganegaraan © ertteeneeeeeeeeee e ae A e A E e s A AR e e
Tempat Tinggal © eeeeteeoeeueeseeeeseetnemeetE e Eees e R AR e RS oA £ SRR £ eemeRm 44 £ 1R £ eE RS e A memmenm e
PEKEIAAN e s e e s
Sebaga| Pihak TERGUGAT Il INTERVENSITERBANDING;
Tentang Pencabutan Permohonan Banding Nomor.......tanggal ...............cocoeeeae. , dalam perkara Nomor :
WAGLL L yang dlajukan oleh:
NAIMA e ———————————— e AR R
Kewarganegaraan  etetetetueeuee et eEeEeEeeE et LAt R R AR Eae R LA A A mmemmem £ E LR A AR e
Tempat Tinggal L ettt eteeueeseeeeseetnemeetE e Eees e R AR R e AR memmeRm 44 £ R £ e RS e RS smemmenm e
PEKENAAIN e e semmenm e e
Sebagan Pihak PENGGUGAT/PEMBANDING,;
Dalam perkara antara :
........................... , Warga Negara ............, pekerjaan rtrreieieee...Mpat Tinggal di
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat [ ... e
MELAWAN:
.................................... , Tempat Kedudukan di ...............ccoooiiiiiiiinn
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ ...... e

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh FParkfiegadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

PANITERA,
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam PengiriBeakas Perkara Banding yang masuk ke Kepanitg
Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistera#idjf, dan sesuai dengan standart sistem manajenutu
ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan PengifBad@s Perkara Banding yang masuk ke Kepanite
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap layanan Pengir Berkas Perkara Banding tersebut adalah dikiya
berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarlg S1-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahD3-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

Kk

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Perkara Banding 1. Formulir Check List
2. SOP Pemeriksaan Perkara Banding 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3.

3. SOP Penanganan Register Perkara Banding Buku Ekspedisi
4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Banding

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl@erkas Perkara Banding
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Berkas Perkara Banding ;' Kumpulan formulir dan dokn, baik yang dibuat oleh para pih
maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan sugtarpe
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING

Pelaksana Mutu Baku
N o . . Jurusita/
o] Aktivitas Petugag Panmud| Wakil | Panitera/ 3 it Persyaratan Waktu Outout
Meja lll | Perkara | Paniterg Sekretarig urustta Perlengkapan a P
Penggant
1 Menyusun berkas - Buku 5 hari | Tersusunnya
perkara banding | ) ekspedisi berkas perkara
yang telah lengkap - Berkas banding yang
perkara telah lengkap
2 Mengetik dan - Berkas Tersedianya
mengajukan  draf perkara draf surat
surat pemberital |——| - Alat Tulis pemberitahuan
huan mempelajari | Kantor mempelajari
Berkas kepada para - Kompute/ berkas
pihak Laptop
- Printer
3 Koreksi dan paraf v - Drafsurat | 1 hari | Diparafnya Surg
draf surat pemberita- pemberitahuan
pemberitahuan 'G huan mempelajari
mempelajariberkas mempelaja berkas
kepada para pihak ri berkas
- Berkas
Perkara
- ATK
4 Menanda |—| - Alat Tulis Ditandatangani-
tangani surat Kantor nya surat
pemberitahuan - Draf surat pemberitahuan
mempelajari pemberita- mempelajari
berkas kepada huan berkas
para pihak mempelaja
ri berkas
5 Mengirimkan surat - Alat Tulis | 1 hari | Terkirimnya
pemberitahuan Kantor surat
mempelajari berkas| - Surat pemberitahuan
kepada para pihak pemberita- mempelajari
> huan berkas kepada
mempelaja, para pihak
ri berkas
6 Mengirim biaya - Berkas 1 hari | Terdatanya
pengajuan banding perkara kelengkapan
ke Pengadilan - Blangko biaya proses
Tinggi SKUM banding
|<' - Alat Tulis
Kantor
- Nomor
Rekening
Bendahara
Pihak
ketiga
7 Mengetik surat - Buku Tersedianya draf
pengantar Register surat pengantar
pengiriman berkas Banding pengiriman
perkara banding - Berkas berkas perkara
v Perkara banding
] < - Alat Tulis
Kantor
- Komputer/
Laptop
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugag Panmud| Wakil | Panitera/ Juru5|_ta/ Persyaratan
. . .| Jurusita Waktu Output
Meja Ill | Perkara | Paniterg Sekretarig Penggant Perlengkapan
8 Koreksi dan paraf - Draf surat Diparafnya
surat pengantar pengantar Surat pengantar
pengiriman berkas pengirima pengiriman
perkara banding n berkas berkas perkara
perkara banding
banding
- Alat Tulis
Kantor
9 Menanddangani v - Draf surat | 1 hari | Ditandatangani-
surat pengantar pengantar nya surat
pengiriman berkas |—I pengirima pengantar
perkara banding n berkas pengiriman
perkara berkas perkara
banding banding
- Alat Tulis
Kantor
10 - Surat Tercatatnya
pengantar surat pengantar
Memberi nomor pengirima pengiriman
dan stempel pada Lﬂ B pe(jr!(ara berkas perkara
surat pengantar A?art]t -;-TJ%S banding dalam
pengirman berkas Kantor agenda surat
(ATK) keluar
11 | Mengirimkan - Surat Dikirimnya
berkas perkara pengantar berkas perkara
banding ke perkara banding ke
Pengadilan Tinggi banl((jing _T__enggdilan
- Berkas inggi
perkara
- Buku
Ekspedisi
12 | Mengarsipkan sura - Berkas lrari | Tersimpan dan
pengantar v perkgra tersusunnya
pengiriman berkas | ( ) - 20Xfl|e surat dalam
. - Surat .
dalam arsip berkas pengantar arsip berkas
perkara banding pengirima perkara banding
n berkas secara baik
banding




Judul Formulir : Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Banding

No. Formulir . FM/012/PRK/2015

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 01 September 2015

KOP SURAT
Kepada Yth.
NOMOr & e KETUA  PENGADILAN  TINGGI TATA
Lampiran : 1 ( Satu) Berkas USAHA NEGARA JAKARTA
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara ...,
Banding Nomor : Di -
Bersama ini kami kirimkan berkas Perkara bandingiblo: ........................... ,
dalam perkara antara :

Nama

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

Pekerjaan

Sebagai Pihak ................. [, :
Melawan:
1. Nama Jabatan
Tempat Kedudukan
Sebagai Pihak ................. Lo, X

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan progés lanjut.

PANITERA,

Tembusan disampaikan kepada :

Kuasa Hukum

2. Arsip
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA KASASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam PenermirRaskara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan Muda
Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis,fefgdt sesuai dengan standart sistem manajemen 8@
9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan PeneriPeidara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan N
Perkara, tindak lanjut terhadap layanan Penerinfgakara Kasasi tersebut adalah permohonan PerkesasK
siap didaftarkan.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentanfj S1-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tekahD3-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Slt.Indar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Miljter
Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VI1/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Perkara Kasasi 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Register Perkara Kasasi 3. Buku Ekspedisi

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl@erkas Perkara Banding
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

Kasasi : Upaya hukum yang dilakukan para pihak yatak pusa terhadap putusan
pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan TingafalUsaha Negara.
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Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA KASASI

Pelaksana Mutu Baku
L ._| Panitera
No. Aktivitas Petugas Meja Muda Kasir Persyaratan Waktu Output
1 /Perlengkapan
Perkara
1. Menerima pengajuan Buku Diterimanya
permohonan upaya hukum Register berkas perkarg
Kasasi dari pihak / KUsaha ( ) Penerimaan yang
Hukum Pemohon Kasasi Berkas dimohonkan
Perkara kasasi
Kasasi
2. Memeriksa persyaratan Berkas Berkas
formil pengajuan upaya Perkara perkara
hukum dari pihak Pemohon v Kasasi memenuhi
Kasasi Syarat
3. Menghitung biaya panjar SKUM Terdatanya
permohonan Kasasi yang Kalkulator kelengkapan
selanjutnya dituangkan ATK biaya proses
dalam SKUM Kasasi
4, Menerima bukti penyetoran v Berkas 1 hari Tersedianya
ongkos perkara kasasi yang Register kelengkapan
telah disetor ke Bank Perdata biaya proses
Berkas perkara
Perkara
Alat Tulis
Kantor
5. Mencatat transaksi keuangan Buku Jurnal Tercatatnya
kasasi dalam Buku Jurnal Alat Tulis transaksi
Keuangan Perkara Kasasi \ 4 Kantor keuangan
SKUM dalam jurnal
6. Menyerahkan berkas Berkas Perkara siap
perkara untuk didaftarkan Perkara untuk
dalam register perkara ( < Alat Tulis didaftarkan
kasasi Kantor
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA KASASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pendaftaerkara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan
Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis,fefédt sesuai dengan standart sistem manajemen IS0

9001:2008.

Muda

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan Pend

aftmdbara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan N

Perkara, tindak lanjut terhadap layanan PendaftBeakara Kasasi tersebut adalah tersedianya aktapenar

perkara kasasi dalam berkas perkara.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tenta

KUALIFIKASI PELAKSANA :

ang. S1-Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahD3-Hukum

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tal
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Stz

hun
dang

002
andar

Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah

Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada
Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repuk
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentan
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomc
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedomg
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perag
Tata Usaha Negara

Di

i
g
Ligas

k

lan
r:
N
ilan

KETERKAITAN :

SOP Pendaftaran Perkara Kasasi
SOP Pemeriksaan Perkara Kasasi

SOP Penanganan Register Perkara Kasasi
SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasg

rwpE

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.
3.

Formulir Check List
Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku Ekspedisi

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas perad
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

I8Berkas Perkara Kasasi

DEFINISI :

1. Kasasi
pemeriksaan tingk
2. Akta Permohonan Kasasi

Upaya hukum yang dilakukan para pihak ytadak pusa terhadap putus

at terakhir di Pengadilan TingafalUsaha Negara.

surat tanda bukti beesiyataan upaya hukum Kasasi
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA KASASI

Pelaksana | Mutu Baku
No. Aktivitas Petugas Panitera Wakil | Panitera Jurusqa / Persyaratan
X Muda - .| Jurusita Waktu Output
Meja lll Panitera | Sekretaris .| /Perlengkapan
Perkara Pengganti

1. Menerima - Buku Diterimany
berkas ( ) Register a berkas
perkara Penerimaan perkara
gugatan yang - Berkas yang telah
dimohonkan Perkara lengkap
kasasi yang Gugatan
telah
didaftarkan

2. | Membuat v - Berkas Tersedianya
draf Akta 2 Perkara draf
Pernyataan gugatan pernyataan
Kasasi Kasasi kasasi

- Alat Tulis
Kantor
(ATK)

- Komputer/La
ptop

- Printer

- Register

3. Koreksi dan - Pernyataan | 1 hari | Diparafnya
paraf draf permohonan draf
Akta kasasi pernyataan
Pernyataan R - Berkas kasasi
Kasasi g perkara untuk

- Alat Tulis proses lebih
Kantor lanjut
(ATK)

4, Menanda v - Akta Akta
tangani Akta Pernyataan Pernyataan
Pernyataan Kasasi kasasi
Kasasi - Alat Tulis ditandatang

Kantor ani
(ATK)

5. Memberi - Buku Jurnal Tercatatnya
Nomor dan - Alat Tulis transaksi
Stempel Akta Kantor keuangan
Pernygtaan i (SAPILTI\)/I dalam jurnal
Kasasi

6. Memberitahuk - Berkas Perkara siap
an Akta Perkara untuk
Pernyataan - ﬁ;‘lt—gwis didaftarkan
Kasasi kepada
Termohon (ATK)

7. Mengarsipkan - Berkas 1 hari Akte kasasi
Akta perkara tersedia
Pernyataan C) - Alat Tulis dalam berkas
Kasasi dalam KA""_PILW perdata
berkas perdatg ( )




. . Akta Permohonan Kasasi
Judul Formulir

No. Formulir . FM/013/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

Pasal 131 jo. UU tentang PERATUN

AKTA PERMOHONAN KASASI

Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................ tanggal .................. , menghadapasa.....................cceunis , Panitera
Pengadilan TUN, seorang bernama : ...l , Keamegaraan ................. , Pekerjaan
.......................... , beralamat di .........................., bertindak uktudan atas nama : ...
(TERGUGAT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ................. tertanggal ........cocooiiiiii
menerangkan bahwa ia menyatakKasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN (lokasiymdo :
............................................... Jtanggal ...

Dalam Perkara antara :

Nama e e
KeWargan@garaan @ ........cccoeeeerieesrierereneesee s e sre e
Pekerjaan © et eeeeeeeeerteeeeeteeeeastesmmm———testeeeeateeeaneeeeateeeanreeeeaseermmnnnres
Beralamat di PP PR PSPPSR

SemEBNGGUGAT, sekarang...........ccceeieeeeiieeeinieeesieeeeseene
Melawan:

Nama Jabatan L et eeeeeeeeeeeteeeeeeeeesateiesseesieeeeeiaseeesansseeiaeeeeansrmnnnneeas
Tempat KedUAUKAN : .........oooiiiiiies et emmmas e

SemITBRGUGAT, sekarang........ccccocvveevcveeesiieeesieee s ccmeemes

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI:

Demikian Akta permohonan Kasasi ini dibuat yangrtiaitangani oleh Panitera Pengadilan TUN (lokasi)KlLasa
Pemohon Kasasi.

PEMOHON KASASI/KUASA PEMOHON KASASI PANITERA.

NIP :



Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi

No. Formulir . FM/014/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................ tanggal ............... Y- \Y/- L ..Panitera Pengadilan TUN
(lokasi), atas Perintah Ketua Pengadilan TUN terseb

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan L ettt eeeeeeeeeeeeeeeaeeaeaateieseeeeseeeeeiaseessnsseeiaseeeassmnnnneeas
Tempat KedUdUKAN :.........oooiiii e ieee e emmmeneee e

SemITBRGUGAT, sekarang.........cccooueeeiieeenniee e e
Bahwa ..........ccceeeeee , semula sebagai PENG&U&ekarang sebagai PEMOHON KASASI dalam perkarandia
........... /GI........../PTUN-(lokasi), pada tanggal .......................,.telah menyatakan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi TUN (Lokasi) tanggal ...................... ,Mor: ......... Bl.......... /PT.TUN-(lokasi).
Dalam perkara antara :
Nama e et e r——— e e e e e s e e e e s
KeWArgan@Qaraan | .....cceicueeiieeiiieeiereeeesiee e seeesteeesteeseeeseseeseee e emmmnseesnnees
Pekerjaan Lttt eee e teeeeateeeeoabeeom—eeteseseeeeeeeeeiaaeeeeateeeaateeesanssanmmnnees
Beralamat di L e eeeteeeeeteeeeeteeeeietemmmmeeeieseeeseesseesaseesissseesaseeessrmmnnnnees

SemHEBNGGUGAT, sekarang...........coceeereeeriieeeinieeesieeesseene

Melawan:

Nama Jabatan L et eeeee i eeeeeheeeeaeeaesateiesseeseeseeeiasseeeanseeeiaeeeeanssmnnnneeas
Tempat KEAUAUKAN :......c..oooiiiieiiiee e cosmmn e ee et e e snee e s niaee e sntae e e s smmmnnreeennes

SemMITIBRGUGAT , SEKArang..........cccvevvveeeriiieesiieeesieeeesvennaees

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya.............................. Panitera Pengadilan TUN
(lokasi).
PANITERA,
NIP L,

*) Dikuasakan kepada :
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Halaman 1/3
Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI KASASI / KONTRA MEMORI KASASI PER KARA

KASASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penarivi@snori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara Kasasi
yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agarsdifelkan secara sistematis, efektif, dan sesuaiad
standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan Pegemiflemori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara Ki
yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindgltléerhadap layanan Pendaftaran Perkara Kasasitel
adalah disusunnya Memori Kasasi/ Kontra Memori Isegatuk pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentanfy S1-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahD3-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomc
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

k

=

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Perkara Kasasi 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Register Perkara Kasasi 3. Buku Ekspedisi

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl@®erkas Perkara Kasasi
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Memori Kasasi : uraian atau risalah yang memuat tanggapan ketmetathadap putusan
yang dijatuhkan pengadilan tingkat Banding.
2. Kontra Memori Kasasi : risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadapeisori kasasi, serta




menekankan kembali kebenaran dan ketepatan puyasgrdijatuhkan. |

Tlp/Fax :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
JI. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950

(021 ) 4805256, Fax. (021) 4803856

Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: admin@ptun-jakarta.qgo.id

OR : Jakarta@ptun.org

No. Dokumen | SOP/016/PRK/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 2/3
Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

PENERIMAAN MEMORI KASASI / KONTRA MEMORI KASASI PER KARA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KASASI
Pelaksana Mutu Baku
o Panitera . . Jurusita
No Aktivitas Pe;ugas Muda Wa_kll Panltera_ | Jurusita Persyaratan Waktu Output
Meja Ill Panitera| Sekretaris . /Perlengkapan
Perkara Pengganti

1. Menerima dan - Buku 1 hari | Terdaftarnya
memeriksa Agenda Memori
Memori ( ) Penerimaan Kasasi/ Kontra
Kasasi/ Kontra - Memori Memori Kasasi
Memori Kasasi Kasasi

- Kontra
Memori
Kasasi

- Alat Tulis
Kantor
(ATK)

2. Membuat - Memori Tersedianya
konsep surat \ 4 Kasasi konsep
pemberitahuan - Kontra pengiriman
Memori Memori Memori
Kasasi/Kontra Kasasi Kasasi/ Kontra
Memori Kasasi - Alat Tulis Memori Kasasi

Kantor
(ATK)

3. Mengetik draf - Memori Tersedianya
Surat Kasasi draf Surat
pemberitahuan v - Kontra Pengantar
penyampaian Memori Pengiriman
Memori < Kasasi Memori
Kasasi/ Kontra - Alat Tulis Kasasi/ Kontra
Memori Kasasi Kantor Memori Kasasi
kepada para (ATK)
pihak - Komputer/

Laptop

- Printer

4. Koreksi dan - Draf Surat 1 hari | Draf Surat
member paraf Pengantar pengantar
draf Surat - Memori diberi paraf
pemberitahuan Kasasi untuk tanda

- Kontra tangan
Memori pimpinan
Kasasi

- Alat Tulis
Kantor
(ATK)

5. Menandatanga - Surat Surat Penganta|
ni draft Surat Pengantar telah ditanda-
Pemberitahuan| - Memori tangani

v Kasasi

- Kontra
Memori
Kasasi

- Alat Tulis
Kantor
(ATK)

=



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
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No. Dokumen

SOP/016/PRK/2015

Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 2/3

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

PENERIMAAN MEMORI KASASI / KONTRA MEMORI KASASI PER  KARA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KASASI
Pelaksana Mutu Baku
o Panitera . . Jurusita
No Aktivitas Pe;ugas Muda qull Panltera. | Jurusita Persyaratan Waktu Output
Meja lll P Panitera| Sekretaris . /Perlengkapan
erkara Pengganti
6. Memberi nomor - Buku Terdaftar-nya
surat, cap dan Agenda Surat Penganta|
mengamplopka| - Surat Keluar pada Buku
Surat - Surat Agenda Surat
Pemberitahuan Pengantar Keluar
- Stempel
7. Mengarsipkan - Surat 1 Terkirim-nya
Akta Pengantar Surat Penganta
Pernyataan - Memori dan Memori
Kasasi dalam Kasasi Kasasi/Kontra
berkas perkara - Kontra Memori Kasasi
Memori kepada Para
Kasasi pihak
8. Memberkaskar - Memori 1 hari | Disusunnya
Memori Kasasi Memori
Kasasi/Kontra D - Kontra Kasasi/ Kontra
Memori Kasasi Memori Memori Kasasi
dalam berkas Kasasi untuk
perkara - Buku pemeriksaan di
Ekspedisi tingkat
Penyerahan Mahkamah
Memori Agung
Kasasi/
Kontra
Memori




Judul Formulir . Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi

No. Formulir . FM/015/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI KASASI
Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................... tanggal ............oenl, ST 1Y/ R
Panitera Pengadilan TUN (lokasi), atas Perintalu&®engadilan TUN tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama PSPPSR
Kewarganegaraan PP PSP PP PO PRP PR PP
Pekerjaan e —r e e e i ———ee e o ——————— et s atteeaeaarareeenarrares
Beralamat di TP OP PP PPPPUPRPRPPR
SemuIaPENGGUGAT SEKArANG ..vvveeeieiieiee et e
Dalam perkara Nomor : ................. IGl......... /PTUN-(lokaggntang Surat Memori Kasasi tertanggal
............................ , yang diajukan oleh :
Nama Jabatan P PP PP PR TPRP
Tempat KeduduKkan ..
SemUlaTERGUGAT , SEKArang .........ccceeveveeeeeeiieieeee s eea e
Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN (Lokasda tanggal .............. cocoiiiiiiiiiinnes

bahwa memori kasasi tersebut dapat dijawab dalaggémg waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
diterimanya salinan memori kasasi ini dan disangakepada Panitera Pengadilan TUN (lokasi).

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya. .........................., Panitera Pengadilan TUN
(Lokasi)

PANITERA,

*) Dikuasakan kepada :




Judul Formulir : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memedd{a

No. Formulir . FM/016/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI KASASI
Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................... tanggal ...........ooenl, y SAYA e ey
Panitera Pengadilan TUN (lokasi), atas Perintalu&®engadilan TUN tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama Jabatan T et et etteeeeeeateeeeeaaneeeaaateeeantteeeeeanaeeeeaareeeeeaannees
Tempat KeduduKan ...
SemulaTERGUGAT , SeKarang ........ccccoeeeueeeeeeiiiieee s commeea e

Dalam perkara Nomor : ................. IGl......... /PTUN-(lokasigntang Surat Kontra Memori Kasasi
tertanggal ..., , yang diajukan oleh :
Nama PP PP PP POPPPPPPRPPPR
Kewarganegaraan ettt eee e eee e t—ee e n—————eteeeateeaanteeeateeeanaeeeanreeennes
Pekerjaan e e e e eee e teeee e —————ttteeeeateeeeeeanneeeeaanaeeens
Beralamat di PRSPPI

SeMWPENGGUGAT, seKarang .......ccccceeeeievveeeeeieeeees o
Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN (Ldkaada tanggal .............. cc.cooevviiiininennn. .

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya. ..........................., Panitera Pengadilan TUN
(Lokasi)

PANITERA,

*) Dikuasakan kepada :
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Halaman 1/3
Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA KASASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penerimaganan Pencabutan Perkara Kasasi yang mast
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan setstematis, efektif, dan sesuai dengan standsiensi
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan Layanaraltdéan Perkara Kasasi yang masuk ke Kepanite
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap layanan PanaabPerkara Kasasitersebut adalah diberitahukaakiga|

k ke

raan

pernyataan pencabutan permohonan kasasi kepadahtmndan tersimpanya akta permohonan kasasi dalam

berkas perkara.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentantl S1-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tekahD3-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada [Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi 1. Formulir Check List

2. SOP Pemeriksaan Perkara Kasasi 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Register Perkara Kasasi 3. Buku Ekspedisi

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl@®erkas Perkara Kasasi
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Pencabutan Perkara Kasasi : perbuatan memcabunatabatalkan permohonan Perkara Kasasi.




Tlp/Fax :

OR : Jakarta@ptun.org
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No. Dokumen

SOP/017/PRK/2015

Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 2/3

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA KASASI

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pe@ugas P’arlllé(;ra quil Panitera./ JJUJ:JUSS'};/ Persyaratan Waktu Output
Meja lll P Panitera| Sekretaris| | /Perlengkapan
erkara Pengganti

1. | Menerima - Buku Diterimanya
permohonan Register permohonan
pencabutan ( ) Penerimaan pencabutan
berkas perkara berkas kasasi dari
gugatan kasasi Perdata pemohon
yang telah di
daftarkan

2. | Meneliti Permohonan 1 hari Tersedianya
ketersediiaan pencabutan informasi terkait
jawaban dari v kasasi status dan
pihak Berkas keterangan dari
Termohon perdata berkas perkara
terkait perkarg Alat Tulis yang ingin
perdata Kantor dicabut
gugatan yang (ATK) permohonan
telah diajukan kasasinya
kasasi

3. | Memeriksa v Permohonan 7 hari Tersedianya drd
surat pencabutan Surat Pengantar|
persetujuan kasasi Pengiriman
pencabutan Berkas Memori
berkas perkara Perkara Kasasi/Kontra
gugatan kasasi Alat Tulis Memori Kasasi
yang telah Kantor
didaftarkan (ATK)

Termohon Surat
(memanggil Persetujuan
Pemohon bila pencabutan
diperlukan) Kasasi

4. | Membuat draf] Berkas Tersedianya dra
Akta perkara pencabutan
Pernyataan Alat Tulis permohonan
Pencabutan v Kantor kasasi
Permohonan P (ATK)

Kasasi < Permohoan
pencabutan
upaya kasasi

5. | Koreksi dan Permohonan 1 hari Diparafnya draft]
paraf draf pencabutan pencabutan
Akta kasasi kasasi
Pernyataan Berkas
Pencabutan Perkara
Permohonan Alat Tulis
Kasasi Kantor

(ATK)

6. | Menandatang v Permohonan Ditandatanganin
ani Akta pencabutan ya Akta
Pernyataan kasasi Pernyataan
Pencabutan Draf Pencabutan
Permohonan \ 4 pencabutan Permohonan
Kasasi permohonan Kasasi oleh

kasasi Panitera




Tlp/Fax :
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Revisi Ke 00
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Halaman 3/3
Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA KASASI

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pe;ugas P’arlllé(;ra Wakil Panitera./ JJUJ:JUSS'};/ Persyaratan Waktu Output
Meja lll P Panitera| Sekretaris| | /Perlengkapan
erkara Pengganti

7. | Memberi \\J - Pernyataan | 1 hari | Terdatanya akta
nomor dan pencabutan Pernyataan
stempel serta kasasi Pencabutan
mengamplopk - Stempel Permohonan
an Akta - Buku Kasasi dalam
Pernyataan agenda suraf buku agenda
Pencabutan keluar
Permohonan - Buku
Kasasi ekspedisi

8. | Mengirim - Buku Dikirimnya akta
Akta ekspedisi pencabutan
Pernyataan v - Pernyataan permohonan
Pencabutan pencabutan kasasi
Permohonan kasasi
Kasasi ke - Alat tulis
Mahkamah Kantor
Agung RI (ATK)

9. | Memberitahu - Buku 1 hari Diberitahukanny
kan Akta ekspedisi a akta pernyatad
Pernyataan - Alat Tulis pencabutan
Pencabutan Kantor permohonan
Permohonan (ATK) kasasi kepada
Kasasi - Akta termohon
kepada pernyataan
Termohon pencabutan

permohonan
kasasi

10. | Mengarsipkar - Akta Disimpannya
Akta Pernyataan Akta Pernyataan
Pernyataan Pencabutan Pencabutan
Pencabutan D < Permohonary Permohonan
Permohonan Kasasi kasasi dalam
Kasasi dalam - Berkas berkas perkara
dokumen perkara
perkara - Box file

=]



Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi

No. Formulir . FM/017/PRK/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
Nomor: ....... IGl....... /PTUN.SRG

Pada hari ini, ................ tanggal ............... , SAYA e .-Panitera pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, atas Perintah Ketua PengadilaidSedia Negara Jakarta :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan L eeuee e L bR AR R R R AR SRR AR e
Tempat Kedudukan © eeeetteeteesueeteeusseeemmemtsessee s e s e s aeeE e e e RS e e s emmem e RS et e
Sebagan Pihak TERGUGAT/ TERBANDING/TERMOHON KASAS
Dan
Nama  eteteetetuetueeeeee ettt s semmemmer £ E £ LA E AR AoRmE £ £ bbb A bbbt
Kewarganegaraan © ertteereeeeeeeeeee LAt b A E e e R AR e e s
Tempat Tinggal © eeeetrtueesuereseesuesenemetE s Eaee s R R e RS ee RS memmnnm £ A SRR R e e
PEKEIAAN et a £ e AR e
Sebaga| Pihak TERGUGAT Il INTERVENSITERBANDINGERMOHON
KASASI;
Tentang Pencabutan Permohonan Kasasi Nomar.............. tanggal ...................oooene , dalgperkara
Nomor: ....../Gl...../ ....... yang diajukan oleh:
Nama  eteteetetuetueeueeeeeE ettt ssemmemmer £ E e £ LA E AR £ i SoRmn £ E AL A et
Kewarganegaraan L erteeeneeeeeeeee e A e A e e A bR et s
Tempat Tinggal © eeteetetueeruesteteesesenemetE s Eaee RS ee R e AR R A RS £ memmenm A SRR RS e s A e
PEKEIAAN et s £ e AR

Sebagal Pihak PENGGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI

Dalam perkara antara :

........................... , Warga Negara ............, pekerjaan rirrereeee...Mpat Tinggal di
itk selaniitnya disebut sebagal Penggugat / -...:....
MELAWAN:
.................................... , Tempat Kedudukan di ...............ccoooiiiiiiii
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ ...... e

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh FParifiegadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

PANITERA,
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGIRIMAN BERKAS

PERKARA KASASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pengirid®akas Perkara Kasasi yang masuk ke Kepanite

Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sisterafgldjf, dan sesuai dengan standart sistem manajemotu

ISO 9001:2008.

raan

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan PengifBaamas Perkara Kasasi yang masuk ke Kepanite
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Pengirimank&erPerkara Kasasi tersebut adalah dikirimnya kse

perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.

raan
rka

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentanfl S2—Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

ahS1-Hukum

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

02

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah

Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada
Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repuk
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentarn
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomc
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedomg
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perag
Tata Usaha Negara

Di

i
g
Lgas

k

lan
r:
1g]
ilan

KETERKAITAN :

1. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi
2. SOP Pemeriksaan Perkara Kasasi

3. SOP Penanganan Register Perkara Kasasi

4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir Check List
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Buku Ekspedisi

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas perad
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

|I8Berkas Perkara Kasasi

DEFINISI :

1. Berkas Perkara Kasasi

Kumpulan formulir dan dofmmbaik yang dibuat oleh para pih

maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan sudtarpe
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI

\r

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pl\e/Itu_gas Panmud| Wakil | Panitera/ Juru3|_ta/ Persyaratan/
eja . . | Jurusita Waktu Output
m Perkara| Panitera| Sekretaris| Penaaanti Perlengkapan
99
1 Memberkas - Buku 1 hari | Disusunnya
kan seluruh ekspedisi berkas perkara
dokumen ( ) - Berkas kasasi yang
terkait dengan perkara telah lengkap
perkara
perdata
gugatan yang
dimohonkan
kasasi
2 | Mengirim v - Berkas 1 hari | Terdatanya
biaya perkara kelengkapan
pengajuan - Blangko biaya pross
kasasi ke - SKUM kasasi
Mahkamah - Alat Tulis
Agung RI - Kantor
(ATK)
- Nomor
- Rekening
Bendahara
Pihak ketiga
3 Mengetik - Buku Tersedianya
surat - Register draf surat
pengantar - Perkara pengantar
pengiriman - Berkas pengiriman
berkas perkara - Perkara berkas perkara|
kasasi - Alat Tulis kasasi
Kantor
- Komputer/
Laptop
4 Koreksi dan | - Draf surat Diparafnya
paraf surat pengantar Surat pengantg
pengantar >\><> - pengiriman pengiriman
pengiriman berkas berkas perkara
berkas perkara kasasi
perkara kasasi - kasasi
- Alat Tulis 1 hari
Kantor
5 Menanda - Draf surat Ditandatangan
tanganisurat Y pengantar nya surat
pengantar I_J - pengiriman penggntar
pengiriman berkas pengiriman
berkas perkara perkara berkas perkara|
perdata - kasasi kakasi
gugatan kasas - Alat Tulis
Kantor
6 Memberi - Surat Tercatatnya
nomor dan pengantar surat penganta
stempel pada pengiriman pengiriman
surat perkara berkas perkara
pengantar kasasi banding dalam
pengirman - AlatTulis agenda surat
berkas - Kantor keluar

=
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas P&tgjgas I;anmud Wa_kil Paniterq/ ‘?]trruus;ttaa/ Persyaratan/ Waktu Output
erkara| Panitera| Sekretaris| | Perlengkapan
1] Pengganti
Mengirimkan - Surat Dikirimnya
berkas perkarg pengantar berkas perkara
perdata perkara kasasi ke
gugatan kasasi - kasasi Mahakmah
ke Mahkamah - Berkas Agung RI
Agung RI perkara
- Buku
- Ekspedisi
8 Mengarsipkan - Berkas 3 hari | Tersimpan dan
surat perkara tersusunnya
pengantar A 4 - Boxfile surat dalam
pengiriman ( ) - Surat berkas perkara
berkas dalam pengantar secara baik
dokumen pengiriman
perkara berkas




Judul Formulir . Surat PengantdPengiriman Berkas Perkara Kasasi

No. Formulir : FM/018/PR/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
KOP SURAT
Nomor & KEPADA Yth. :
Lampiran : 1 (satu) Berkas PANITERA MAHKAMAH AGUNG
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara REPUBLIK INDONESIA
Kasasi Nomor : Cq. Panitera Muda Tata Usaha Negara.
' Di —
JAKARTA

Bersama ini kami kirimkan berkas Perkara Kasasi dfom...../G/20...../PTUN-SRG jo.
..... /B/...../PT.TUN.JKT, dalam perkara antara :

Nama
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal

Pekerjaan :
Semula ... [ sekaran

Nama Jabatan
Tempat Kedudukan
Semula ... I sekarang

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan progeis lenjut.

PANITERA,

Tembusan disampaikan kepada :
1.

Kuasa Hukum
2. Arsip
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam LayaeaerfPnaan Perkara Peninjauan Kembaliyang masuk ke
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan setstematis, efektif, dan sesuai dengan standsiersi
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses penanganan Layanaarifdaan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke
Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadapeRmaan Perkara Peninjauan Kembali tersebut tadala
tersedianya kelengkapan biaya proses perkarasehpeggara Peninjauan Kembali siap untuk didaftarkan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentanyy S2—Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tekahS1-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Ungdang
Nomor 51 Tahun 2009
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor D02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Slt.Indar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada |Di
Bawahnya
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradjlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VI11/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | 1. Formulir Check List
2. SOP Penanganan Register Perkara Peninja2an Alat Tulis Kantor (ATK)
Kembali 3. Buku Ekspedisi
3. SOP Pencabutan Perkara Perdata Peninjauan
Kembali
4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Peninjauan
Kembali
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl&erkas Perkara Peninajuan Kembali
tidak akan tercapai.
DEFINISI :
1. Peninjauan Kembali :  upaya hukum luar biasa wdiladgukan oleh para pihak masih belum puas
terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tirg&sasi.
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

Pelaksana Mutu Baku
- Panitera
No. Aktivitas Pe;ugas Muda Kasir Persyaratan Waktu Output
Meja lll P /Perlengkapan
erkara

1. Menerima pengajuan - Buku Register Diterimanya
permohonan upaya Penerimaan berkas perkars
hukum Kasasi dari pihak C) - Berkas Perkara yang
/ KUsaha Hukum Peninjauan dimohonkan
Pemohon Peninjauan Kembali Peninjauan
Kembali Kembali

2. Memeriksa persyaratan - Berkas Perkara| 1 hari Berkas
formil pengajuan upaya Peninjauan perkara
hukum dari pihak Kembali memenuhi
Pemohon Peninjauan syarat
Kembali

3. Menghitung biaya panjar - SKUM Terdatanya
permohonan Peninjauah - Kalkulator kelengkapan
Kembali yang — - ATK biaya proses
selanjutnya dituangkan Peninjauan
dalam SKUM Kembali

4, Menerima bukti v | - Berkas Register, Tersedianya
penyetoran ongkos Perkara kelengkapan
perkara Peninjauan - Berkas Perkara biaya proses
Kembali yang telah - Alat Tulis perkara
disetor ke Bank Kantor (ATK)

5. Mencatat transaksi - Buku Jurnal 1 hari Tercatatnya
keuangan kasasi dalam - Alat Tulis transaksi
Buku Jurnal Keuangan Kantor (ATK) keuangan
Perkara Peninjauan - SKUM dalam jurnal
Kembali

6. Menyerahkan berkas - Berkas Perkara Perkara siap
perkara untuk - Alat Tulis untuk
didaftarkan dalam ( ) Kantor (ATK) didaftarkan
register perkara
Peninjauan Kembali
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pendaftferkara Peninjauan Kembaliyang masuk
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan setstematis, efektif, dan sesuai dengan standsiersi
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan Pendaffeeskara Peninjauan Kembali yang masuk
Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadapdBftaran Perkara Peninjauan Kembali tersebugd
Tercatatnya Perkara Peninjauan Kembali dalam BudgidRer Perkara dan Akte Peninjauan Kembali déas|
dalam berkas perkara

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarlg S2—-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRahS1-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah@n D3-Hukum
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Ungdang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor D02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Slt.Indar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada |Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradijlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VI11/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

k

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | 1. Formulir Check List
2. SOP Penanganan Register Perkara Peninja2an Alat Tulis Kantor (ATK)

Kembali 3. Buku Ekspedisi
3. SOP Pencabutan Perkara Perdata Peninjauan
Kembali
4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Peninjauan
Kembali
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl&erkas Perkara Peninajuan Kembali
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

ke

ke
al

1. Peninjauan Kembali :  upaya hukum luar biasa wdiladukan oleh para pihak masih belum puas

terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tirg&sasi.
2. Pencatatan perbuatan mencatat.
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Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

J

Pelaksana Mutu Baku
. Panitera| Wakil . Jurusita /
No. Aktivitas Pe'Fugas Muda | Paniter Panltera./ Jurusita Persyaratan Waktu Output
Meja lll = Sekretaris .| /Perlengkapan
erkara a Pengganti
1. Menerima berkag - Buku Diteriman
perkara gugatan ( " Register ya berkas
yang _, Penerimaan perkara
dimohonkan - Berkas yang telah
Peninjauan Perkara lengkap
Kembali yang Peninjauan
telah didaftarkan Kembali
2. Membuat draf v - Berkas Tersediany
Akta Pernyataan < Perkara draf
Peninjauan gugatan pernyataan
Kembali Kasasi Peninjauan
- Alat Tulis Kembali
Kantor
(ATK)
- Komputer/La
ptop
- Printer
- Register
3. Koreksi dan - Pernyataan | 1 hari Diparafnys
paraf draf Akta permohonan draf
Pernyataan Peninjauan pernyataan
Peninjauan Kembali Peninjauan
Kembali - Berkas Kembali
perkara untuk
- Alat Tulis proses lebi
Kantor lanjut
(ATK)
4, Menandatangani - Akta Akta
Akta Pernyataan Pernyataan Pernyataar
Peninjauan Peninjauan Peninjauarn
Kembali Kembali Kembali
- Alat Tulis ditandatan
Kantor ani
(ATK)
5. Memberi Nomor - Buku Jurnal Tercatatny
dan Stempel - Alat Tulis transaksi
Akta Pernyataan Kantor keuangan
Peninjauan (ATK) dalam
Kembali - SKUM jurnal
6. Memberitahukar - Berkas Perkara
Akta Pernyataan Perkara siap untuk
Peninjauan - Alat Tulis didaftarkan
Kembali kepada Kantor
Termohon (ATK)
7. Mengarsipkan - Berkas 1 hari Akte
Akta Pernyataan perkara Peninjaua
Peninjauan C)‘ - Alat Tulis n Kembali
Kembali dalam Kantor tersedia
berkas perkara (ATK) dalam
berkas
perkara




Judul Formulir : Akta Permohonan Peninjauan Kembali

No. Formulir . FM/019/PR/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ................... tanggal ...l , menghadapya : ............
..................... , Panitera Pengadilan TUN (lokasi) seoramgnbma : ....... ........ccooviiiiiiinnnn,
Warganegara Indonesia, Pekerjaan ... , bemtiam  di
............................................... , bertindak untuk dan atas nama........................, selaku
TERGGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :....................... tertanggal
........................ , yang menerangkan bahwa ia menyatakanniarn Kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : ...... /K/MUN.., tanggal .................

Dalam perkara antara :

Nama et e et eereeaeeereeaeereesaeesmsmeeetaeeeretteeereraeerrrraaeares

Kewarganegaraan e —————————————

Pekerjaan e —ree e i ———ee e ———————teesatteeaeaa—rrraeaarraeas

Beralamat di et ereeteeeetaaareesmmmmmessaaeieesieeeraaaareeerirrr
SemulPENGGUGAT, sekarang .......cccceeeeveeeeeeiieiieee s e

Melawan

Nama Jabatan e r————————————

Tempat KeduduKkan ..
SeMUIATERGUGAT , SEKarang .........cccceeeeeroeereeesene e

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Demikian Akta Peninjauan Kembali ini dibuat yantaddatangani oleh Panitera Pengadilan TUN
(lokasi) dan Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali.

PEMOHON /KUASA PENINJAUAN KEMBALI PANITERA.




Judul Formulir . Berita Acara Sumpah

No. Formulir . FM/020/PR/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
Pasal 67 b jo. Pasal 69 b UU tentang PERATUN
BERITA ACARA SUMPAH
Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ........................ tanggal ..., , @bl menghadap kami :
........................................................... , Ketua Pengadilan TUN (lokgsiseorang Laki-laki /
Perempuan :

Nama PP PR UPPTPPPI
Kewarganegaraan et eeeeteeeeeeeeaeeeeamnneeteeasteeeareeeaanteeaaneeeeanteeeaneeeemnn s

Agama e m———— s
Pekerjaan et et teeeee e e eeeeeem———teeeateeeeeaatbeeeeeanteeeeeanaeeaeans
Alamat e ee et eeeeeeeiteeeeeaatemeaoneeeaseeeeeeeateeeeeaanaeeeeeaaraeeens
Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan NOmMOr............ccccoevvveeenn. :
tertanggal ... , Perihal :

yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sumpafd&@temukannya surat bukti, pada :

Hari L e eereeeeeeeeeeteereeeeeeeersssesisssesresssesieeesiirrriinnieeeaaines
Tanggal L e eeee e eeeeeeeaeteeeeeeaaeemmmeeeeeaaseeeeeeaateeeeeaaaaeeeeaaneeees
Berasal dari L e eereetrerrrerh——————————————————— e e e e e e e reeataeareaaaaaaaaaeain s

Berupa e et hh e menebeeeeeeaa e e e e bbb areeeeaae e e aannaees

Bukti mana akan dipergunakan untuk persyaratan gd@nan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah
Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal ¥ byo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang
Mahkamah Agung.

Adapun lafal Sumpah yang telah diucapkan sesuajasterhgama yang dianutnya yaitu Islam, yang
berbunyi sebagai berikut :

“DEMI ALLAH , Saya bersumpah bahwa surat yang akan diajukan sebagbukti dalam perkara
Peninjauan Kembali (PK), Perkara Nomor : ....................... IG.TUN/

............... [iiiiiiiiiiiiee ... IPTUNLIKT., jo. Peninjauan Kembali Nomor :

............... IPK- ................... IPTUN.JKT., adalah saya temukan pada hari :

Sumpabh ini dilakukan di hadapan Kami,.......ccccceerieniiiiieeeiieeees
Ketua Pengadilan TUN (lokasi), sesuai dengan kedenPasal 67 huruf b, jo. Pasal 69 huruf b Undang-
undang tentang Mahkamah Agung.

Pejabat Yang membacakan Sumpabh,
Yang diambil Sumpah PENGEAEN TUN (lokasi)
KETUA,




Judul Formulir . Berita Acara Janji

No. Formulir . FM/021/PR/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

Pasal 67 b jo. Pasal 69 b UU tentang PERATUN

BERITA ACARA JANJI
Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............

Pada hari ini, ....................... tanggal ...........oociiiiiin, , thlamenghadap kami :
........................................................... , Ketua Pengadilan TUN (lokasiseorang Laki-laki /
Perempuan :

Nama PP UP PP TSP OPPRPPPR
Kewarganegaraan et eeeeteeeeeeeeaeeeeamnneeteeasteeeareeeaanteeaaneeeeanteeeaneeeemnn s

Agama ettt e eeeee e e e e e e at————n e aebe e e e eeae e e e e s annrraeeaaaas
Pekerjaan L et eeeeeei———e s om———aataeeeaatteeeeaanreeeeaarrereeaans
Alamat PRSPPI
Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan NOmMOT............ccccceecveeeenns :
tertanggal .........ooiii , Perihal :

yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sumpahja«atemukannya surat bukti, pada :

Hari L e e et eeeeeee e i —eeeeean—ereeaa——eeeaa—eraeaa——raeaarraras
Tanggal L e eeee e eeeeeeeaeteeeeeeaaeemmmeeeeeaaseeeeeeaateeeeeaaaaeeeeaaneeees
Berasal dari L e e e e ee e e —rreeae e e e e e ————raaaeeaaaannrra———s

Berupa PP PR POT RPN

Bukti mana akan dipergunakan untuk persyaratan gd@nan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah
Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal ¥ byo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang
Mahkamah Agung.

Adapun lafal Sumpah yang telah diucapkan sesugaheAgama yang dianutnya yaitu KRISTEN, yang
berbunyi sebagai berikut :

“‘DEMI ALLAH , Saya bejanji bahwa surat yang akan diajukan sebagabukti dalam perkara
Peninjauan Kembali (PK), Perkara Nomor : ..............c........ IG.TUN/

............... [iiiiiiiiiiii ... IPTUNLIKT,, jo. Peninjauan Kembali Nomor :

............... IPK-................... IPTUN.JKT., adalah saya temukan pada hari :

................ ,tanggal........................, semoga Tuhan menolang saya”

Sumpabh ini dilakukan di hadapan Kami,.......ccccceeeviiieeiiiiiine e,
Ketua Pengadilan TUN (lokasi), sesuai dengan kedenPasal 67 huruf b, jo. Pasal 69 huruf b Undang-
undang tentang Mahkamah Agung.

Pejabat Yang membacakan Sumpabh,
Yang diambil Sumpah PENGADILAN TUN (lokasi)
KETUA,
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENERIMAAN MEMORI PENINJAUA

PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

N KEMBALI/KONTRA MEMORI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam P

Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kembali yaaguk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksan
secara sistematis, efektif, dan sesuai denganastagidtem manajemen mutu 1SO 9001:2008.

enarinlMamori Peninjauan Kembali/Kontra Memag

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan Penerieaaori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjau
Kembali Perkara Peninjauan Kembali yang masuk kpakieraan Muda Perkara, tindak lanjut terha
Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Menieninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kem
tersebut adalah diberitahukan kepada para pihadaitePenerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kon
Memori Peninjauan Kembali Perkara Peninjauan Kendzal tersusunya Memori Peninjaun Kembali / Kon
Memori Peninjauan Kembali untuk pemeriksaan dikatglahkamah Agung.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tent
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009

. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Stz
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahka
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada
Bawahnya

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repuk
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentar
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

. Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nom
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedomg
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perad
Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :

ng. S2—Hukum
RahS1-Hukum
hun

dang

002
ndar
ah
Di

g
ugas

k

lan
DI
N
ilan

an
dap
Dali
tra
tra

KETERKAITAN :

SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali
SOP Penanganan Register Perkara Peninj
Kembali

SOP Pencabutan
Kembali

SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Peninj
Kembali

Perkara Perdata Peninj

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir Check List
adan Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Buku Ekspedisi

auan

auan

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas perad
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

|&erkas Perkara Peninajuan Kembali
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI/KONTRA MEMORI
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

DEFINISI :

. Peninjauan Kembali

upaya hukum luar biasa gitadukan oleh para pihak masih belum p
terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tirg&sasi.

]

2. Memori Peninjauan uraian atau risalah yang memuat tanggapan ketmetathadap putus
Kembali yang dijatuhkan pengadilan tingkat Banding.
3. Kontra Memori Peninjauan :  risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadapeimori kasasi, sert
Kembali menekankan kembali kebenaran dan ketepatan puasgndijatuhkan.
Pelaksana Mutu Baku
No - Petugas| Panitera . . Jurusita /
Aktivitas Meja Muda PWa_kll Panltera_/ Jurusita Persyaratan Waktu Output
anitera| Sekretaris| .| /Perlengkapan
1 Perkara Pengganti
1. Menerima dan - Buku 1 hari | Terdaftarnya
memeriksa Agenda Memori
Memori ( ) Penerimaan Kasasi/
Kasasi/Kontra - Memori PK Kontra
Memori - Kontra Memori PK
Peninjauan Memori PK
Kembali - ATK
2. Membuat konsg - Memori Tersedianya
surat Kasasi konsep
pemberitahuan - Kontra pengiriman
Memori Memori Memori
Kasasi/Kontra Kasasi Kasasi/
Memori PK - Alat Tulis Kontra
Kantor Memori PK
3. Mengetik draf - Memori PK Tersedianya
Surat - Kontra draf Surat
pemberitahuan Memori PK Pengantar
penyampaian < < - Alat Tulis 1 hari | Pengiriman
Memori Kantor Memori
Kasasi/Kontra - Komputer/ Kasasi/
Memori PK Laptop Kontra
kepada para - Printer Memori PK
pihak
4, Koreksi dan - Draf Surat Draf Surat
member paraf N Pengantar pengantar
draf Surat .<>>_></> - Memori PK diberi paraf
pemberitahuan - Kontra untuk tanda
Memori PK tangan
- ATK pimpinan
5. Menandatanga - Surat Surat
draft Surat Pengantar Pengantar
Pemberitahuan - Memori PK telah
- Kontra ditandatangan|
Memori PK i
- ATK
6. Memberi nomoy - Buku 1 hari | Terdaftar-nya
surat, cap dan I L Agenda Surat
mengamplopka - Surat Pengantar
Surat Keluar pada Buku
Pemberitahuan - Surat Agenda Surat
Pengantar Keluar

as
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

PENERIMAAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI/KONTRA MEMORI

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

Pelaksana Mutu Baku
No - Petugas| Panitera . . Jurusita /
Aktivitas Meja Muda qull Panltera./ Jurusita Persyaratan Waktu Output
m Perkara Panitera| Sekretaris Penaoanti /Perlengkapan
99
7. Mengarsipkan - Surat Terkirim-nya
Akta Pengantar Surat
Pernyataan PK - Memori PK Pengantar dar
dalam berkas > - Kontra Memori
perdata Memori PK Kasasi/
Kontra
Memori PK
kepada Para
pihak
8. Memberkaskarj - Memori PK | 1 hari | Disusunnya
Memori - Kontra Memori
Kasasi/Kontra Q Memori PK Kasasi/
Memori PK - Buku Kontra
dalam berkas Ekspedisi Memori P
perdata Penyerahan untuk
Memori pemeriksaan
Kasasi/ di tingkat
Kontra Mahkamah
Memori Agung




Judul Formulir . Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali Dan Pergefdiemori Peninjauan Kembali
No. Formulir . FM/022/PR/2015

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 01 September 2015

SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN KEMBALI DAN
PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............
Pada hari ini, ................ tanggal ...l y SAYA e ey
Panitera Pengadilan TUN ................ , atas Perintah KBergadilan TUN ..................... tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama Jabatan et e b eam——e—— bbb e e e e e nnees
Tempat KeduduKkan ..
SeMUITERGUGAT , SEKArang .........cccueeeeerceeeeeesenes e e
Dalam Perkara Nomor : ................. /G.TUN ............. /PTUN-(bdi), tentang Memori Peninjauan
Kembali tertanggal .....................cc.. , yang diajukan oteh
Nama PP PP TP POPPPPPPRPPPR
Kewarganegaraan ettt eee e teeet—ee e ———————eeeeanteeeanteeeateeeanaeeaanreeennes
Pekerjaan et —eeeeie———ee e ———————teeaitteeaeaarareaeaarrares
Beralamat di SO UPRPOPR
SemulPENGGUGAT, sekarang ......cccceeveveeeeeeiiiiiee e e
Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TUN (Idkasada tanggal ............ccocoovviiiiiiininnen.

Bahwa memori Peninjauan Kembali tersetapat dijawab dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterimanya salinan memori PenimaGambali ini dan disampaikan kepada Panitera
Pengadilan TUN (lokasi).

Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya............................ , Panitera
Pengadilan TUN (lokasi).

PENGADILAN TUN (lokasi)
PANITERA,




Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memoijgigan Kembali

No. Formulir . FM/023/PR/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Nomor : .......... /G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.............
Pada hari ini, ................ tanggal ...l y SAYA ey
Panitera Pengadilan TUN ................ , atas Perintah KBergadilan TUN ..................... tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama PP PP PP PPOPPPPPPRPPPR
Kewarganegaraan PRSPPI
Pekerjaan e e ——ree e i ———ee e o ———————teesatteeaeaarreeeeaarraeas
Beralamat di SO UPPPPR
SemulPENGGUGAT, sekarang ......ccccceeveveeeeeeiiiiieee s e
Dalam Perkara Nomor : ................. /IGTUN ............. /PTUN-.......(lokasi) jo. Nomor
.................. IPK- ..ocoiiieieiee . /PTUN ..................(IOKa&sI), tentgnKontra Peninjauan Kembali
tertanggal .........cocooiiiiiin. , yang diajukan oleh :
Nama Jabatan ettt aam——ea—— et b e e b e nnees
Tempat KeduduKkan ..
SEMUITERGUGAT , SEKAraNg ........ccccvveeeeeiiveeeeeesees s e
Yang diterima di  Kepaniteraan Pengadilan TUN  .................. pada tanggal
Demikian Surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya........................... , Panitera Pengadilan
TUN ..,
PANITERA,
NIP o,

*)  Memberi Kuasa kepada Yth :
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Layaaandhonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembaji
masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksans&cara sistematis, efektif, dan sesuai dengaadastt
sistem manajemen mutu 1SO 9001:2008.

yan

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan PenerirRaamohonan Pencabutan Perkara Peninjg
Kembaliyang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkardakinanjut terhadap Permohonan Pencabutan Pe
Peninjauan Kembalitersebut adalah diberitahukarad&para pihak terkait Permohonan Pencabutan Re
Peninjauan Kembali.

wan
rkara
rkar

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S2-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRah S1-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah® D3-Hukum
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Ungdang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor D02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Slt.Indar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada |Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradijlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VI11/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

k

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | 1. Formulir Check List
2. SOP Penanganan Register Perkara Peninja2an Alat Tulis Kantor (ATK)

Kembali 3. Buku Ekspedisi
3. SOP Pencabutan Perkara Perdata Peninjauan
Kembali
4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Peninjauan
Kembali
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl&®erkas Perkara Peninajuan Kembali
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. Peninjauan Kembali :  upaya hukum luar biasa wdiladgukan oleh para pihak masih belum puas

terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tirg&sasi.

2. Pencabutan PK . perbuatan memcabut atau membatpkamohonan Perkara Peninj
Kembali.

un
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pe;ugas P’arlllé(;ra quil Panitera./ JJUJ:JUSS'};/ Persyaratan Waktu Output
Meja lll P Panitera| Sekretaris| | /Perlengkapan
erkara Pengganti

1. | Menerima Buku Register Diterimanya
permohonan Penerimaan permohonan
pencabutan ( ) berkas PK pencabutan PK
berkas perkarg dari pemohon
PK yang telah
di daftarkan

2. | Meneliti Permohonan 1 hari Tersedianya
ketersediiaan pencabutan PK| informasi
jawaban dari v Berkas perdata terkait status
pihak Alat Tulis dan keterangal
Termohon Kantor dari berkas
terkait perkarg perkara yang
yang telah ingin dicabut
diajukan PK permohonan

PKnya

3. | Memeriksa v Permohonan | 7 hari Tersedianya
surat pencabutan PK| draf Surat
persetujuan Berkas Perkarg persetujuan
pencabutan Alat Tulis pencabutan
berkas perkara Kantor berkas perkarg
PK yang Surat PK
telah Persetujuan
didaftarkan pencabutan
Termohon Kasasi
(memanggil
pemohon bila
diperlukan)

4. | Membuat draf] Berkas perkara Tersedianya
Akta Alat Tulis draft
Pernyataan v Kantor pencabutan
Pencabutan Permohoan permohonan
Permohonan pencabutan PK
PK e upaya PK

5. | Koreksi dan Permohonan Diparafnya
paraf draf pencabutan PK draft
Akta Berkas Perkard pencabutan
Pernyataan — Alat Tulis PK
Pencabutan Kantor
Permohonan
PK

6. | Menandatang Permohonan 1 hari Ditandatangal
ani Akta pencabutan ninya Akta
Pernyataan v kasasi Pernyataan
Pencabutan Draf Pencabutan
Permohonan pencabutan Permohonan
PK permohonan PK oleh

PK Panitera

7. | Memberi Pernyataan Terdatanya
nomor dan pencabutan akta
stempel serta kasasi Pernyataan
nmeArll?:mpbpka Stempel Pencabutan
Pernyataan Buku agenda Permqhonan
Pencabutan surat keluar Kasasi dalam
Permohonan Buku ekspedisi buku agenda
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENCABUTAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pe;ugas Pﬁzlé(;ra Wa_kil Panitera_/ JJUJ:JUSS'?;/ Persyaratan Waktu Output
Meja lll Panitera| Sekretaris| | /Perlengkapan
Perkara Pengganti

8. | Mengirim Buku 1 hari Dikirimnya
Akta ekspedisi akta
Pernyataan Pernyataan pencabutan
Pencabutan pencabutan permohonan
Permohonan PK PK
PK ke Alat tulis
Mahkamah Kantor
Agung RI (ATK)

9. | Memberitahu Buku Diberitahukann
kan Akta ekspedisi ya akta
Pernyataan Alat Tulis pernyataan
Pencabutan Kantor pencabutan
Permohonan (ATK) permohonan
PK kepada Akta PK kepada
Termohon pernyataan termohon

pencabutan
permohonan
PK

10. | Mengarsipkan Akta 1 hari Disimpannya
Akta Pernyataan Akta
Pernyataan Pencabutan Pernyataan
Pencabutan D Permohonan Pencabutan
Permohonan PK Permohonan
Kasasi dalam Berkas kasasi dalam
dokumen perkara berkas perkara
perkara Box file
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam PengiriBeakas Perkara Peninjauan Kembali yang masu
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan setstematis, efektif, dan sesuai dengan standsiersi

manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

ke

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan Pengi

Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadapglPiman Berkas Perkara Peninjauan Kembali tets
adalahterkirimnya berkas perkara Peninjauan Kembaliahakmah Agung RI.

Bedas Perkara Peninjauan Kembali yang masuk

ke
ebu

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tent
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusu
Standar Operasional Prosedur Di Lingkung
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 4
Di Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repul
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentarn
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nom
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoma
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perad
Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :

ng. S2—Hukum
RahS1-Hukum
hun

dang

002
nan
jan
\da

i
g
Lgas

k

lan
DI
N
ilan

KETERKAITAN :

SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali
SOP Penanganan Register Perkara Peninj
Kembali

SOP Pencabutan Perkara Perdata Peninj
Kembali

SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Peninj
Kembali

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir Check List
adan Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Buku Ekspedisi

auan

auan

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas perad
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

|&erkas Perkara Peninajuan Kembali

DEFINISI :

1. Peninjauan Kembali
terhadap putusan

Hakim Mahkamah Agung pada tirkg&aasi.

upaya hukum luar biasa itagiukan oleh para pihak masih belum puas
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas P,\(;teu_gas Panmud| Wakil Panitera/ jﬂ:ﬂz:g Persyaratan/ Waktu Outout
IIIJ Perkara | Panitera| Sekretaris| Pengganti Perlengkapan P
1 Memberkas - Buku 2 hari | Disusunnya
seluruh ekspedisi berkas
dokumen — - Berkas perkara kasasi
terkait dengan perkara yang telah
perkara lengkap
dimohonkan
PK
2 Mengirim - Berkas 1 hari | Terdatanya
biaya fj perkara kelengkapan
pengajuan PK - Blangko biaya prose
ke Mahkamah SKUM PK
Agung RI - Alat Tulis
Kantor
- Nomor
Rekening
Bendahara
Pihak
ketiga
3 Mengetik - Buku Tersedianya
surat Register draf surat
pengantar Perkara pengantar
pengiriman - Berkas pengiriman
berkas perkarg ¥ Perkara berkas perkara|
PR T [ ] - Alat Tulis PR
Kantor
- Komputer/
Laptop
4 Koreksi dan - Draf surat Diparafnya
paraf surat pengantar Surat
pengantar =<>_.<> pengiriman pengantar
pengiriman berkas pengiriman
berkas perkara PK berkas perkara
perkara PK - Alat Tulis PK
Kantor
5 Menanda - Drafsurat | 1 hari | Ditandatangan
tanganisurat v pengantar -nya surat
pengantar [:I pengiriman pengantar
pengiriman berkas pengiriman
berkas perkara perkara PK berkas perkara|
PK - Alat Tulis PK
Kantor
6 Memberi - Surat Tercatatnya
nomor dan pengantar surat
stempel pada | pengiriman pengantar
surat perkara PK pengiriman
pengantar v - Alat Tulis berkas perkara
pengirman 1 Kantor PK dalam
berkas agenda surat
keluar
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas P&teujgas Fl;anmud Wa_kil Paniterq/ jﬂ:zz:tgl Persyaratan/ Waktu Output
erkara | Panitera| Sekretaris | Perlengkapan
1 Pengganti

7 Mengirimkan - Surat Dikirimnya
berkas perkara pengantar berkas perkara
PK ke perkara PK PK ke
Mahakmah - Berkas Mahakmah
Agung RI perkara Agung RI

- Buku
Ekspedisi

8 Mengarsipkan - Berkas 3hari | Tersimpan
surat perkara dan
pengantar ( ) - Boxfile tersusunnya
pengiriman - Surat surat dalam
berkasdalam pengantar berkas perkara|
dokumen pengiriman secara baik
perkara berkas
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA BANDING / KASASI / PE NINJAUAN
KEMBALI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pembaita Putusan Perkara Banding/Kasasi/Peninjg
Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkarar, dipksanakan secara sistematis, efektif, danase

dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:

2008

wan
bS

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Pemberitahuan PuResd&ara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang knasu

ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak
Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali tersebut adaliél

lanjut terpbad&Pemberitahuan  Putusan  Perk
hnihya surat pengantar dan fotokopi relaas peitabesan

putusan perkara Banding/Kasasi/PK kepada para gdrakersimpan dan tersusunnya berkas perkara nlbaga

ara

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tents

KUALIFIKASI PELAKSANA :

arly  S2—Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRah S1-Hukum

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusu
Standar Operasional Prosedur Di Lingkung
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 4
Di Bawahnya
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repul
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentar
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nom
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoma
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perad
Tata Usaha Negara

hun
dang

002
nan
jan
\da

i
g
Lgas

k

lan
DI
N
ilan

KETERKAITAN :

SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali
SOP Penanganan Register Perkara PK
SOP Pencabutan Perkara Perdata PK

1
2.
3.
4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan PK

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.
3.

Formulir Check List
Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku Ekspedisi

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas perad
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

|&erkas Perkara Peninajuan Kembali

DEFINISI :

1. Pemberitahuan Putusan proses atau c

ara memipkdtahisi amar putusan Banding / Kasag

Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA BANDING / KASASI / PE NINJAUAN

L

¥

L

KEMBALI
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas P&tet{gas Panmud| Wakil Panitera/ :]Jurus[tta/ Persyaratan/ Wakt Output
! Perkara| Panitera| Sekretaris| =" US'@ | Perlengkapan aklu utpu
1 Pengganti
1 Menerima Buku 2 hari Diterimanya
putusan register berkas
Banding/ C) perkara perkara
Kasasi/ PK Berkas Banding/
atas perkara perkara Kasasi/ PK
yang diajukan Putusan
upaya hukum Banding/
Kasasi/PK
2 | Meneliti dan v Berkas 1 hari | Tersedianya
membuat draf [ ] perkara draf surat
surat Alat Tulis pemberitahuan
pemberitahuan Kantor putusan perkarg
putusan perkara Komputer/ Banding/
Banding/ Kasasi Laptop Kasasi/PK
/PK Printer
Tinta printer
Kertas
konsep
3 | Mengetik draf Berkas Dibuatnya draf
surat Perkara surat
pemberitahuan |:"—| P Alat Tulis pemberitahuan
putusan perkara - Kantor putusan perkara
Banding/ Kasasi/ Komputer/ Banding/
PK Laptop Kasasi/PK
4 | Koreksi dan Suratpemberi Diparafnya
paraf surat tahuan Surat
pemberitahuan <>—¢><> putusan pemberitahuan
putusan perkara perkara putusan perkara
Banding/ Kasasi/ Banding/ Banding/ K
PK Kasasi/PK asasi/PK
Alat Tulis
Kantor
5 Menandatangani Alat Tulis 1 hari ditandatangani
surat Kantor nya surat
pemberitahuan l:' Surat pemberitahuan
putusan perkarg | pemberitahua putusan
Banding/Kasasi/ v n putusan perkara
PK perkara Banding/
Banding/ Kasasi/PK
Kasasi/PK
6 | Memberi nomor Alat Tulis Terdatanya
dan stempel pada Kantor surat
surat Surat pemberitahuan
pemberitahuan pemberitahua putusan perkara
putusan perkarg n putusan Banding/
Banding/Kasasi/ perkara Kasasi/PK
PK Banding/Kasal
SilPK

Buku agenda

¥
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA BANDING / KASASI / PE NINJAUAN

1

L

1

|

1

KEMBALI
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas P,atu_gas Panmud| Wakil Panitera/ Juru5|_ta/ Persyaratan/
eja . . Jurusita Waktu Output
I Perkara| Panitera| Sekretaris Penqaanti Perlengkapan
99
7 | Memberitahukan - Buku 2 hari Disampaikanys
putusan  perka ekspedisi pemberitahuan
Banding/Kasasi/H - Surat putusan perkara
K kepada pal | pemberitahuan Banding/Kasasi
pihak g putusan perka PK kepada parg
Banding/ pihak
Kasasi/PK
- Alat Tulis
Kantor
8 | Menggandakan - Mesin 1 hari Tersedianya
(fotokopi) ] fotokopi bahan laporan
relaas - Relaas pemberitahuan
pemberitahuan pemberitahua putusan perkara
putusan n putusan Banding/Kasasi
perkara PK
Banding/
Kasasi/PK
9 | Membuat draf - Alat Tulis Tersedianya
surat pengantar — Y Kantor draf surat
pengiriman E:I - Surat pengantar
fotokopi  relaas pemberitahua pengiriman
pemberitahuan n putusan fotokopi relaas
putusan perkarg perkara pemberitahuan
Banding/Kasasi/ Banding/ putusan perkara
PK Kasasi/PK Banding/
Kasasi/ PK
10 | Mengetik draf - ATK Tersedianya
surat pengantar V¥ - Surat Surat
pengiriman | | pemberitahua pemberitahuan
fotokopi  relaas A n putusan putusan perkar.
pemberitahuan perkara Banding/
putusan perkarg Banding/ 1 hari Kasasi/PK
Banding/Kasasi/ Kasasi/PK
PK - Komputer
11 | Koreksi dan - Alat Tulis Diparafnya
paraf surat Kantor surat pengantar
pengantar - Surat pengiriman
pengiriman ’<>__<> pemberitahua fotokopi relaas
fotokopi  relaas n putusan pemberitahuan
pemberitahuan perkara putusan perkarg
putusan perkarg Banding/ Banding /
Banding/Kasasi/ Kasasi/PK Kasasi/PK
PK
12 | Menandatangani - Alat Tulis Ditandatanginy|
surat  pengant A4 Kantor a surat
pengiriman - Surat pengantar
fotokopi relag pemberitahua pengiriman
pemberitahuan n putusan fotokopi relaas
putusan  perka perkara pemberitahuan
Banding/ Kasas Banding/ putusan perkara
PK Kasasi/PK Banding/
Kasasi/PK

1
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA BANDING / KASASI / PE NINJAUAN

=

¥

KEMBALI
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas P,atu_gas Panmud| Wakil Panitera/ Juru5|_ta/ Persyaratan/
eja . .| Jurusita Waktu Output
I Perkara| Panitera| Sekretaris Pengaanti Perlengkapan
99
13 | Memberi nomor - Alat Tulis Terdatanya
dan stempel pada Kantor surat pengants
surat pengantal (ATK) pemberitahuan
pemberitahuan - Surat putusan perkara
putusan perkarg pemberitahua Banding/
Banding/Kasasi/ n putusan Kasasi/PK
PK perkara dalam agenda
Banding/Kasal surat keluar
silPK
- Buku agenda
14 | Mengirim - Alat Tulis Dikirmnya sural
fotokopi Kantor 1 hari pengantar dan
relaas (ATK) fotokopi relaas
pemberitahua v - Relaas pemberitahuan
n putusan [:I pemberitahua putusan perkar
perkara n putusan Banding/Kasas|
Banding/ perkara PK
Kasasi/PK Banding/Kasa
silPK
- Buku
ekspedisi
15 | Mencatat v - Alat Tulis Tercatatnya
informasi perkara| Kantor putusan
yang telah (ATK) banding/
mendapat - Relaas kasasi/pk
putusan pemberitahua sesuai dengan
Banding/Kasasi/ n putusan nomor perkaral
PK perkara dalam Buku
Banding/Kasa register
silPK banding/kasasi/
- Buku register pk dan Buku
banding/kasas 1 hari register Induk
ilpk Perkara
- Buku register
Induk Perkara
16 | Memasukan - Relaas Tersimpan dar
dalam berkas pemberitahua tersusunnya
perkara yang ( ) n putusan berkas perkarg
telah mendapat perkara dengan baik
putusan Banding/Kasa
Banding/Kasasi/ silPK
PK - Berkas
perkara
- Boxfile

=
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN SURAT MASUK KEPANITERAAN PERKARA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pengeldbarat Masuk Kepaniteraan Perkara yang masu
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan setstematis, efektif, dan sesuai dengan standsiersi
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

k ke

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Pengelolaan Surat kMidepaniteraan Perkara yang masuk ke Kepanite
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap PengelolaamatSMasuk Kepaniteraan Perkara tersebut ad
Terselesaikannya instruksi dalam disposisi suratinserta tercatat dan tersimpanya arsip surakmdasgan baik.

raan
alah

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor D@2 S2—-Hukum
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan S1-Hukum
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada
Di Bawahnya

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 137/KMA/SK/X/2012 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
143/KMA/SK/VIIII2006Memberlakuan  Buku
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas [Dan
Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan
Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan,
Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata
Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi
Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamangn,
Adminsitrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan
Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Bagan
Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype
Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola
Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Sub Bagian Umum 1. Formulir Check List
2. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan 2. Alat Tulis Kantor (ATK)
Perkara 3. Buku Ekspedisi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl@uministrasi Persuratan Kepaniteraan Perkara
tidak akan tercapai.

DEFINISI :
1. Surat . sebuah kertas yang berisi keterangan atabgritahuan.
2. Disposisi . pendapat seorang pejabat mengenainugagy termuat dalam suatu su

dinas, yg langsung dituliskan pada surat yang bgksgan atau pad
lembar khusus

rat

3. Mengagendakan . kegiatan mencatat
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Disahkan Oleh
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGELOLAAN SURAT MASUK KEPANITERAAN PERKARA

>

>

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Panitera Muda Persyaratan/ Waktu Output
Perkara Perlengkapan
1 | Menerima surat dan Disposisi surat Diterimanya surat da
disposisi pimpinan dari Sub :] masuk disposisi pimpinan
Bagian Umum Buku ekspedisi pada Kepaniteraan
Perkara
2 Menyerahkan surat dan Disposisi surat | 1 hari Diterimanya surat da
disposisi surat masuk masuk disposisi pimpinan
pada Kepaniteraan
A Perkara
3 Mempelajari surat dan Disposisi surat Tersedianya konsep
disposisi surat masuk ;I masuk hasil telaah isi surat
4 | Menindaklanjuti surat masuk M Suratmasuk Tersedianya konsep.
sesuai disposisi surat untuk Disposisi atasar] instruksi atasan
membalas/menanggapi/menenu langsung 1 hari langsung terkait
s-kan penyelesaian dispos
pimpinan
5 Melaksanakan disposisi A Surat masuk Disposisi surat
atasan langsung Disposisi atasar dilaksanakan sesuai
] langsung instruksi
Data dukung
pelaksanaan
disposisi
6 Memeriksa hasil g Surat masuk Terselesaikannya
pelaksanaan disposisi atasan v > Disposisi atasar instruksi dalam
langsung langsung disposisi surat masu
Data dukung
pelaksanaan
disposisi
7 | Mengagendakan surat Disposisi surat | 1 hari Tercatatnya surat
masuk dalam buku agenda < masuk masuk dalam buku
surat masuk kepaniteraan Buku agenda agenda surat masuk
perkara l kepaniteraan perkara
8 Mengarsipkan surat masuk surat masuk Tersimpannya arsip
:] box file surat masuk dengan
almari arsip baik
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN SURAT KELUAR KEPANITERAAN PERKARA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pengel@arat Keluar Kepaniteraan Perkara, agar dilalksan

secara sistematis, efektif, dan sesuai denganatasidtem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Pengelolaan SurataKelepaniteraan Perkara, tindak lanjut terha
Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perkara tdraglalah surat telah sesuai dengan data dukunmalgni

disposisi dan terkirimnya surat.

dap

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

KUALIFIKASI PELAKSANA :

002 S2-Hukum

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Slt.IrﬁiarSLHukum

Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahka
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada
Bawahnya

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
137/KMA/SK/X/2012 Tentang

Indonesia Nomor :

ah
Di

k

Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Adgung

Republik Indonesia Nomor
143/KMA/SK/VIII/2006Memberlakuan  Buku
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembag

Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradil
Administrasi  Perencanaan, Administrasi T
Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administ

Keprotokolan, Kehumasan Dan Keaman
Adminsitrasi Perbendaharaan, Pedoman Bang
Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Ba
Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototy
Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan ¥
Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI

Dan
aan
an,
ata
asi
an,
inan
dan
pe
Pola

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Sub Bagian Umum

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir Check List

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepanitera@n Alat Tulis Kantor (ATK)
Perkara 3. Buku Ekspedisi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas perad
tidak akan tercapai.

l&dministrasi Persuratan Kepaniteraan Perkara

DEFINISI :
1. Surat
2. Disposisi

lembar khusus
3. Mengagendakan

sebuah kertas yang berisi keterangan atabgritahuan.
pendapat seorang pejabat mengenaiugesay termuat dalam suatu su
dinas, yg langsung dituliskan pada surat yang bgksgan atau pad

kegiatan mencatat

rat
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN SURAT KELUAR KEPANITERAAN PERKARA

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Panmud Wakil Panitera/| Ketu_a/ Persyaratan/
Staf . 1 Wakil Waktu Output
Perkara Panitera | Sekretaris Ketua Perlengkapan
1 Membuat draf - Disposisi Selesainya draf]
surat keluar surat masuk surat keluar
sesuai disposisi:] - Data dukung
atasan yang
duperlukan
untuk
membalas
surat
2 Mengetik draf - Draf surat Disiapkannya
surat keluar| keluar draf surat kelua
yang  selesal v - Disposisi untuk
dikonsep M e o surat masuk ditandatangani
| - Data dukung
A yang
diperlukan
untuk
membalas
surat
3 | Koreksi  draf v - Surat keluar | 1 hari | Isisurat telah
surat keluar <> / \ N - Data dukung sesuai dengan
__< /> yang perlu data dukung dal
dilampirkan materi disposisi
4 | Menandatangani \ 4 - Surat keluar Surat keluar sial
surat keluar _EI - Data dukung dikirim
yang perlu
dilampirkan
5 | Memberi - Surat keluar Surat tercatat
nomor  surat J< - Buku dalam buku
keluar ekspedisi suraf agenda
keluar
kepaniteraan
perkara
6 Mengirimkan v - Surat keluar | 1 hari | terkiimnya surg
surat keluar [: - Data dukung
yang perlu
dilampirkan
- Buku
ekspedisi
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERMOHONAN EKSEKUSI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penariiaanohonan Eksekusi Putusan Perkara yang masuk ke
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan setstematis, efektif, dan sesuai dengan standstiensi
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Penerimaan Permolttisakusi Putusan Perkara yang masuk ke Kepanitgraan
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Permohonareltliss Putusan Perkara tersebut adalah Tersedianya
kelengkapan biaya proses perkara dan perkara stag didaftarkan.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang S2—Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tekah s1-Hukum
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Ungdang
Nomor 51 Tahun 2009

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Slt.Indar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada |Di
Bawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradijlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VI11/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

k

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Permohonan Pendaftaran Eksekusi 1. Formulir Check List

2. SOP Penanganan Eksekusi 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Buku Jurnal Eksekusi 3. Buku Ekspedisi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl&@erkas Perkara
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. eksekusi :  pelaksanaan putusan hakim yang telalperaheh kekuatan hukum tetap.
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN PERMOHONAN EKSEKUSI

=)

Pelaksana Mutu Baku
L Panitera
No. Aktivitas Petygas Muda Kasir Persyaratan Waktu Output
Meja Il P /Perlengkapan|
erkara

1. Menerima pengajuan - Buku Diterimanya
permohonan eksekusi dari Register prmohonan
pihak / KUsaha Hukum CD - Surat eksekusi
Pemohon eksekusi permohonan

eksekusi

2. Memeriksa persyaratan v - Surat Terdatanya
formil pengajuan permohonan kelengkapan
permohonan eksekusi dari eksekusi permohonan
pihak Pemohon
Peninjauan Kembali

3. Menghitung biaya panjar 4 - SKUM 1 hari Terdatanya
eksekusi yang - Kalkulator kelengkapan
selanjutnya dituangkan biaya proses
dalam SKUM permohonan

eksekusi

4. Menerima bukti - Berkas Tersedianya
penyetoran ongkos Register kelengkapan
permohonan eksekusi Perkara biaya proses
yang telah disetor ke - Berkas perkara
Bank Perkara

- Alat Tulis
Kantor

5. Mencatat transaksi - Buku Jurnal | 1 hari Tercatatnya
keuangan kasasi dalam - Alat Tulis transaksi
Buku Jurnal Keuangan Kantor keuangan dalarn
PerkaraEksekusi - SKUM jurnal

6. Menyerahkan berkas - Berkas 1 hari Perkara siap
perkara untuk didaftarkan Perkara untuk
dalam register perkara C) < - Alat Tulis didaftarkan
eksekusi Kantor
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pendaffeermohonan EksekusiPutusan Perkara yang maspuk ke
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan setstematis, efektif, dan sesuai dengan standstiensi
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Pendaftaran PermoteksakusiPutusan Perkarayang masuk ke Kepanitgraan
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Pendaftaraoam&®onan EksekusiPutusan Perkara tersebut adalah
Tercatatnya permohonan eksekusi dalam buku Register

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang S2—Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tekah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Ungdang
Nomor 51 Tahun 2009
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Slt.Indar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada |Di
Bawahnya
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradijlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

k

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Permohonan Pendaftaran Eksekusi 1. Formulir Check List

2. SOP Penanganan Eksekusi 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Buku Jurnal Eksekusi 3. Buku Ekspedisi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradjl&@erkas Perkara
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. eksekusi :  pelaksanaan putusan hakim yang telalperaheh kekuatan hukum tetap.
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Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Pl\e/ltg%as P,az'ézra Wakil | Panitera/ P\(lsgukai:/ Persyaratan/ Waktu Output
IIIJ P Panitera| Sekretaris Perlengkapan P
erkara Ketua

1. |Menerima - Buku Registqg 1 hari Diterimanya
permohonan Penerimaan permohonan
eksekusi yang ( ) - Berkas eksekusi yang
telah permohonan telah lengkap
didaftarkan eksekusi

2. | Membuat draf - Berkas Tersedianya
resume atas 4 Perkara draf resume
perkara yang < < < - Permohonan
dimohonkan eksekusi
eksekusi - Alat Tulig

Kantor (ATK)
- Komputer/Lap
top
- Printer

3. | Koreksi dan - Buku Registg Diparafnya drg
paraf draf Perkara resume atas
resume atas - Berkas perkara yang
perkara yang perkara dimohonkan
dimohonkan - Alat Tulig eksekusi
eksekusi v Kantor (ATK)

4. | Menandatanga - Buku Registg Ditandatangani
i resume atas Penerimaan nya resume
perkara yang - Berkas 1 hari atas perkara
dimohonkan permohonan yang
eksekusi eksekusi dimohonkan

- Alat Tulig eksekusi
Kantor (ATK)

5. Mengajukan - Resume Diajukannya
resume atas - Berkas resume
perkara yang permohonan permohonan
dimohonkan < eksekusi eksekusi
eksekusi - Berkas

Perkara

6. Memeriksa dan - Resume Tersedianya
meneliti - Berkas konsep
permohonan > permohonan pertimbangan
eksekusi dan eksekusi atas resume
resume yang - Berkas yang telah
dibuat Perkara diajukan

7. Menerima hasil - Persetujuan Tersedianya
pertimbangan P Ketua pertimbangan
atas resume h - Berkas atas resume
permohonan permohonan permohonan
eksekusi \ 4 eksekusi eksekusi

- Berkas
Perkara
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

Pelaksana Mutu Baku
- Petugas| Panitera . . Ketua /
No. Aktivitas Meja Muda qull Panltera./ Wakil Persyaratan/ Waktu Output
m Perkara Panitera| Sekretaris Ketua Perlengkapan
8. | Membuat draf - Persetujuan Tersedianya
surat panggilan Ketua draf
para pihak atas v - Berkas panggilan
permohonan permohonan para pihak
eksekusi “a eksekusi atas
- Berkas permohonan
Perkara eksekusi
- ATK
- Laptop/KOm
puter
- Printer
9. | Koreksidan - Draf surat 1 hari Diparafnya
paraf draf suraf panggilan draf surat
panggilan para \>‘_’<>>— - Berkas panggilan
pihak atas Perkara para pihak
permohonan atas
eksekusi permohonan
eksekusi
10 | Menandatangan v - ATK ditandatangan
i surat - Surat inya surat
panggilan para Panggilan panggilan
pihak atas - Berkas para pihak
permohonan Perkara atas
eksekusi permohonan
eksekusi
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENETAPAN EKSEKUSI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penefpanohonan EksekuBiutusan Perkara yang masuk|
Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan seststematis, efektif, dan sesuai dengan standsiéns
manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Penetapan PermohdsakusiPutusan Perkarayang masuk ke Kepanite
Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Penetapan d¢reman EksekusPutusan Perkara tersebut adg
Terkirmkannya penetapan eksekusi kepada para pittak dilaksanakan.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentarly S2-Hukum
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tekah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Ungdang
Nomor 51 Tahun 2009
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor P02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusynan
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada
Di Bawahnya
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republ
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradijlan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor :
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan
Tata Usaha Negara

k

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Permohonan Pendaftaran Eksekusi 1. Formulir Check List

2. SOP Penanganan Eksekusi 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. SOP Penanganan Buku Jurnal Eksekusi 3. Buku Ekspedisi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradijl@®erkas Perkara
tidak akan tercapai.

DEFINISI :

1. eksekusi . pelaksanaan putusan hakim yang telalpera@heh kekuatan hukum tetap.
2. Penetapan tindakan menentukan kaidah hukum koygre¢rlaku khusus.
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Disahkan Oleh

Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCED
PENETAPAN EKSEKUSI

URE (SOP)

Pelaksana Mutu Baku
L Jurusita/ | Panitera . . Ketua /
No]  Aktivitas Jurusita Muda qull Panltera. Wakil Persyaratan Waktu Output
Penaoanti | Perkara Panitergd Sekretaris Ketua /Perlengkapan
99
1. | Menyampaikar - Surat 1 hari Disampai -
surat panggilan ( ) Panggilan kannya surat
para pihak atag - ATK panggilan
permohonan - Buku kepada para
eksekusi ekspedisi pihak
2. | Membuat / - Berkas Tersedianya
mengetik permohonan draf
konsep eksekusi penetapan
penetapan - Berkas eksekusi
eksekusi perkara
- ATK
- Komputer/
Laptop
- Printer
3. | Koreksi draf - Draf Dikoreksi-
penetapan penetapan nya draf
eksekusi eksekusi penetapan
> - Berkas eksekusi
permohonan | 1 hari
eksekusi
- Berkas
perkara
- ATK
4. Menandatangar - Draf Ditanda -
penetapal v penetapan tanganinya
eksekus eksekusi draf
- Berkas penetapan
permohonan eksekusi
eksekusi
- Berkas
perkara
- ATK
5. | Mengirmkan - Surat Terkirimkan-
penetapan Penetapan nya
eksekusi ( >< Eksekusi penetapan
kepada para - Berkas eksekusi
pihak perkara kepada para
- ATK pihak
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Disahkan Oleh| Ketua PTUN Jakarta

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN REGISTER GUGATAN/ BANDING/ KASASI/ PENIN JAUAN
KEMBALI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penandregister Gugatan/Banding/Kasasi/Peninjauan Keml]
yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agarsdifekan secara sistematis, efektif, dan sesuaider

standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Penanganan Registat&uiBanding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang mas

ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak

lanjut

terpad®enetapan Penanganan Regis

Gugatan/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali tersatlatah Terdata dan sesuainya informasi jumlah perk

yang ditangani oleh kepaniteraan perkara

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tents

KUALIFIKASI PELAKSANA :

arly  S2—Hukum

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana teRah S1-Hukum

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusu
Standar Operasional Prosedur Di Lingkung
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 4
Di Bawahnya
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repul
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentar
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nom
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoma
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perad
Tata Usaha Negara

hun
dang

002
nan
jan
\da

i
g
Lgas

k

lan
DI
N
ilan

KETERKAITAN :

SOP Penerimaan Perkara

SOP Pendaftaran Perkara

SOP Pemeriksaan Perkara
Gugatan/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan

1.
2.
3

4,

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.
2.
3.

Formulir Check List
Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku Ekspedisi

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas perad
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

|&erkas Perkara

DEFINISI :

1. Register catatan yang terd

aftar yang disusurradxasistem.

al

uk
er
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENANGANAN REGISTER GUGATAN/ BANDING/ KASASI/ PENIN JAUAN

=

KEMBALI
Pelaksana Mutu Baku
Panitera
No. Aktivitas Petugas | Petugas| Muda Persyaratan
Meja | Meja Il Perkara | / Perlengkapan Waku Output
1. Menerima berkas perkara - Buku minutasi Terdatanya
yang dimohonkan upaya - ATK penyelesaian perkara
hukum banding/kasasi/PK
2. Mendaftar berkas perkara ' - Berkas perkara Tercatatnya
sesuai item yang tersedia \ - Buku register informasi perkara
dalam kolom buku register - ATK 1 hari | dalam buku register
gugatan/banding/kasasi/PK| induk perkara
3. Memeriksa pengisian - Buku register Sesuainya data dala
administrasi berkas perkara - Berkas perkara buku register dan
yang telah didaftar dalam ,<> berkas perkara
buku register
gugatan/banding/kasasi/PK|
4, Menutup register - Buku register | 1 hari Terdatanya informasi

gugatan/banding/kasasi/PK|
pada akhir tahun

- ATK

jumlah perkara yang
ditangani oleh
kepaniteraan perkars
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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA KEPANITERAAN PERKA RA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pengelofasip Berkas Perkara Kepaniteraan Perkara Y
masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksans&cara sistematis, efektif, dan sesuai dengaaatt
sistem manajemen mutu 1ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses Pengelolaan Arsip @efRerkara Kepaniteraan Perkarayang masuk
Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadapefapan Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaaitg
Perkara tersebut adalahPenataan berkas perkam Bestar Isi Rak (DIR) dan Daftar Isi Lemari (Dlldan

Tercatatnya daftar berkas perkara yang telah disdalam almari berkas.

DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tent
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Un
Nomor 51 Tahun 2009

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusu
Standar Operasional Prosedur Di Lingkung
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 4
Di Bawahnya
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repul
Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentarn
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan T
Dan Administrasi Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Perad
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nom
48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoma
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Perad
Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :
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KETERKAITAN :

1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Pemeriksaan Perkara Gugatan/ Band
Kasasi/ Peninjauan Kembali

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir Check List
iy/ Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Buku Ekspedisi

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas perad
tidak akan tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

lawsip Perkara Aktif dan Inaktif Kepaniteraan Pegka

DEFINISI :

1. Arsip dokumen tertulis

(surat, akta, dsb), lisgmndato, ceramah, dsb), atiu

bergambar (foto, film, dsb) dr waktu yg lampau,idjgan dalam medi
tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita videtisket komputer, dsb
biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disingem dipelihara di tempg
khusus untuk referensi.
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ke
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PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA KEPANITERAAN PERKA RA

)

Pelaksana Mutu Baku
L Panitera
No. Aktivitas Petugas Muda Persyaratan Waktu Output
Meja lll = / Perlengkapan
erkara
1. Menerima berkas perkara yang - Berkas perkara| 1 hari Diterima berkas perkarg
diminutasi dan telah ( ) yang telah siap
berkekuatan hukum tetap diarsipkan
(BHT)
2. Melekatkan dokumen perkarg A - Berkas perkara Dikelompokkannya
yang termasuk dalam Bundel - Buku register berkas perkara yang akf|
A dan Bundel B - ATK dan inaktif
3. Membuat sampul dan - Berkas perkara Tersedianya tempat
menempelkan pada box file - Buku register penyimpanan berkas
berkas perkara - ATK perkara menurut indeks
- Box file
4. Menyusun box file menurut v - Almari Berkas | 1 hari Tersusunya box file pad
klasifikasi dan jenis perkara perkara almari berkas perkara
T - Box file
5. Menata berkas perkara dalam | - Berkas perkara Tertatanya arsip berkas
box file menurut indeks dan - Almari Berkas perkara dalam tiap box
klasifikasi perkara file
¢ - Box file
6. Membuat Daftar Isi Rak (DIR - Komputer/ 1 hari Tercatatnya informasi
dan Daftar Isi Lemari (DIL) Laptop almari arsip perkara
- Printer
- ATK
- Buku register
7. Memeriksa penataan berkas - Buku register Penataan berkas perkar
perkara dalam lemari berkas perkara sesuai Daftar Isi Rak
sesuai Daftar Isi Rak (DIR) ><> - Daftar Isi Rak (DIR) dan Daftar Isi
dan Daftar Isi Lemari (DIL) (DIR) Lemari (DIL)
- Daftar Isi
Lemari (DIL)
8. Memutahirkan daftar - Buku daftar 1 hari Tercatatnya daftar berk
penyusunan berkas perkara penyusunan perkara yang telah
C)‘ berkas disusun dalam almari

- Berkas perkara|
- ATK

js)

berkas

AS




